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DWI JAYANTI LUKMAN, Nomor Pokok E 121 11 605. Program Studi Ilmu 
Pemerintahan (Program Kerjasama FISIP UNHAS – BADIKLAT Depdagri), 
Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, menyusun 
skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota 
Makassar” di bawah bimbingan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan A. Murfhy, S.Sos, 
M.Si.s 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang 
pelaksanaan dari pada perparkiran di tepi jalan umum di wilayah Kota 
Makassar. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi 
Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menciptakan sistem pelayanan 
perparkiran yang nyaman bagi masyarakat. Dari segi akademik, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pemerintahabn. 
Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Makassar. Tipe yang digunakan 
adalah deskriptif. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, 
data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian 
yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif 
melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian 
dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada 
penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka Implementasi 
Keebikan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai 
ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahn 2006 tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar. Terjadi 
ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih 
banayk terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang 
mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana 
kebijakan dengan sarana dan prasarana yang tidak tersedia dengan baik serta 
sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkkan kepuasan 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan 
tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat menjadi semakin 
meningkat, terutama kepada institusi birokrasi.Keluhan masyarakat 
terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator 
yang menunjukkan belum memadainya pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur birokrasi.Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut 
merupakan tantangan bagibirokrasi untuk dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik serta untuk dapatmelaksanakan fungsinya dengan 
baik.Untuk itu, institusi birokrasi perlumenerapkan strategi peningkatan 
pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhanmasyarakat 
yang menghendaki kualitas pelayanan.Penataan danpembinaan, dan 
pendayagunaan aparatur yang “gagap teknologi” sangatdiperlukan untuk 
menghadapi tantangan perkembangan zaman ini untuk dapatmencapai 
pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan yang 
didambakanmasyarakat. 
Pembekalan keterampilan dan pengetahuan akan teknologi 
menjadi kebutuhan bagi aparatur birokrasi saat ini. Peningkatan tuntutan 
dan kebutuhan masyarakat haruslah diimbangi dengan peningkatan 




dituntut juga kinerja yangefektif dan efisien. Dengan ini, pelayanan 
terhadap masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama dan para 
aparat birokrasi sebagai pelayan masyarakat akan lebih mampu 
melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, 
sehingga birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi 
masyarakat dapat tercipta. 
Berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan 
olehsebagian besar instansi publik.Salah satu pengertian pelayanan 
publik adalah segala kegiatanpelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upayapemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan maupun pelaksana berdasarkan 
ketentuanPerundang-undangan1.Dengan begitu pelaksanaan pelayanan 
yang dilakukan olehpemerintah harus benar-benar dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan jugamelaksanakan peraturan perundang-
undangan.Sedangkan ukuran keberhasilanpenyelenggara pelayanan 
ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerimapelayanan dicapai 
apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai 
yangdibutuhkan dan diharapkan.Hal inilah yang manjadi tantangan 
tersendiri bagi instansi-instansi pemerintahan yang bertugas sebagai 
penyedia layanan yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai 
penerima layanan. 
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Salah satu pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat sekarang 
ini adalah pelayanan yang menyangkut proses pengurusan sertifikat 
tanah. Hal ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan 
rumah yang kian hari kian meningkat. Maka dapat dipastikan kebutuhan 
dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula, hal ini karena 
sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah 
menurut hukum oleh seseorang. 
Menurut PP 24 tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti 
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan2. Sertifikat tanah juga 
memiliki fungsi, yang mana sertifikat berfungsi sebagaisurat bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 
data yuridis yang termuat didalamnya3. 
Di mata hukum setiap pengakuan hak oleh seseorang atau 
kelompok masyarakat atas sesuatu hal haruslah didasarkan pada bukti 
yang sah dan kuat, haltersebut juga menyangkut masalah hak atas 
tanah dan rumah.Dimana hukum yang terkait dengan hak atas tanah 
dan rumah adalah hukum perdata, sangat memperioritaskan bukti 
dokumen atau tertulis yang dapat menjelaskan tentang subjek dan objek 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian 
Pengertian Sertifikat 
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yang tergambarkan mengenai dasar hak kepemilikan seseorang atas 
tanah dan rumah yang dimaksud.Tanpa bukti dokumen tertulis, 
seseorang atau kelompok masyarakat tidak dapat membuat pengakuan 
di mata hukum mengenai hak milik atas rumah dan tanah yang 
dimaksudkan. 
Mengenai perkembangannya sampai sekarang ini, kebutuhan 
masyarakat akan tanah dan rumah dapat memunculkan konflik dan 
sengketa, baik antara perorangan maupun suatu kelompok terkait. 
Sengketa yang dimaksud diantaranya, sengketa waris, sengketa 
kepemilikan, sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah 
secara perseorangan.Bahkan terjadi penggusuran terhadap bangunan-
bangunan liar yang ada di atas tanah negara atau 
perorangan.Semuanya itu merupakan fenomena konflik yang kian hari 
kian banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini. Untuk menghindari 
permasalahan seputar kepemilikan maupun penguasaan atas tanah dan 
atau rumah, maka perlu diketahui tentang apa saja hal yang penting 
yang menyangkut hak atas tanah dan atau rumah tersebut. 
Sebagaimana dalam pasal 8, Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2002, dijelaskan bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi 
persyaratan adminstratif yang meliputi : 
1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemengang 




2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan 
3. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam 
pembuatan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan 
administrasi terkait.Seiring dengan hal tersebut, maka dalam rangka 
memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-
hak warga negaranya, baik hak perseorangan maupun publik atas tanah 
dan rumah.Pemerintah telah menekankan pentingnya pendaftran hak 
atas tanah serta pengurusan izin mendirikan bangunan.Berbagai 
peraturan baik dari sifatnya yang paling umum hingga teknis sekalipun 
tentang pendaftaran hak atas tanah dan perizinan mendirikan bangunan, 
baik rumah tinggal ataupun bangunan untuk tempat usahatelah dibuat 
dan diberlakukan oleh pemerintah. Harapannya, seluruh lapisan 
masyarakat dapat memperhatikan sejumlah peraturan terkait hal 
tersebut dengan cermat dan seksama, sehingga benar-benar muncul 
kesadaran akan pentingnya mengurus bukti hak milik atas tanah dan 
rumah4. 
Pemerintah sudah menganjurkan kepada masyarakat yang 
memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah, 
tetapi masyarakat kadang malas-malas untuk mengurus sertifikat 
tanahnya, karena mereka masih beranggapan mengurus sertifikat tanah 
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disamping repot dan sudah terbayang prosesnya yang pasti rumit. 
Terkadang kalau masyarakat tidak jeli dalam proses pengurusan 
sertifikat tanahnya maka akanselalu dibayangi dengan ulah oknum atau 
sosok penghubung mafia sertifikat dengan menjanjikan proses yang 
cepat dan instan dengan tambahan biaya pengurusan tentunya. 
Adanya anggapan dari masyarakat tentang sulitnya pengurusan 
sertifikat tanah dengan ditambah biaya yang mahal, tidak ada kepastian 
waktu dan proses pelayanan yang berbelit-belit, yang akhirnya 
berdampak pada banyaknya tanah yang masih belum memiliki bukti 
kepemilikian berupa sertifikat tanah. Melihat hal tersebut, di Kabupaten 
Luwu Timur yang merupakan salah satu Kabupaten yang baru 
berkembang, masih banyak terdapat bidang tanah yang menjadi objek 
sertifikasi belum memiliki dasar hukum yang jelas berupa bukti 
kepemilikan (sertifikat) dibandingkan dengan bidang tanah yang telah 
memiliki bukti kepemilikan yang sah sertifikat. 
Opini masyarakat tentang persoalan-persoalan atau yang 
menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat tanah dengan waktu yang 
lama, berbelit-belit, tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang 
mewarnai proses pengurusan surat-surat tanah. Sehingga fenomena 
yang semacam ini terkesan telah membudaya atau sengaja dilakukan 
oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal 
ini.Ditambah lagi, keadaan geografis Kebupaten Luwu Timur juga 




tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Timur. 
Salah satu alasan mengapa masyarakat enggan atau malas melakukan 
pengurusan surat sertifikat tanah yaitu karena sebagian kawasan dari 
Kab. Luwu Timur masih merupakan pegunungan yang sulit dijangkau 
dan masih banyak terdapat daerah pemukiman didalamnya sehingga 
jauh dari ibukota kabupaten.Sehingga permasalahan tersebut menjadi 
salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat malas untuk 
melakukan pensertifikatan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur. 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, dalam hal 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah khususnya dalam pemberian 
pelayanan prima, telah melakukan inovasi dan terobosan dengan 
merumuskan salah satu bentuk program pelayanan di bidang  sertifikasi 
pertanahan. Adapun model pelayanan yang dimaksud adalah Layanan 
Rakyat untuk Sertifikat Tanah di Kabupaten Luwu Timur yang disingkat 
Larasita. Larasita sendiri merupakan suatu sistem aplikasi pelayanan 
LOC (Land Office Computerization) yang dilakukan secara mobile 
dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi aatau disebut LOC Mobile yang 
dapat mengujungi masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur 
dimanapun mereka berada. 
Larasita mempunyai fungsi yang sama dengan Loket Pelayanan 




pelayanan, yaitu loket informasi, loket penerimaan berkas, loket 
pembayaran, dan loket pengambilan produk, dengan dilengkapi 
kendaraan yang didalamnya terdapat laptop mobile, printer dan 
peralatan-peralatan pendukung lainnya yang mampu melakukan transfer 
dan komunikasi data secara online ke server LOC yang ada di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, sehingga apa yang terjadi di mobil 
Larasita akan terbaca langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Luwu Timur, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian maka 
sistem pelayanan pertanahan larasita sama dengan sistem pelayanan 
yang dilakukan di Kantor Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat 
dan biaya. Yang menjadi persoalan sekarang yaitu budaya organisasi 
atau birokrasi terkait dengan program Larasita di Kabupaten Luwu 
Timur. Sementara kalau kita kembali melihat secara seksama program 
larasita sendiri dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan 
amanatpasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 
serta seluruhperaturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan.Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan 
motivasi untuk mendekatkan BadanPertanahan Nasional dengan 
masyarakat, sekaligus mengubah paradigmapelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktifatau proaktif5. 
Menatap akar permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian 
nantinya yaitu menyangkut penerapan dari program Larasita itu sendiri, 
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dimana program Larasita dibuat guna memudahkan masyarakat dalam 
hal pengurusan sertifikat tanah. 
Program  Layanan  Rakyat  untuk Sertifikasi  Tanah  (LARASITA)  
ini  bisa  dinikmati  warga Kab. Luwu Timur.  Program  mutakhir  dari  
Badan  Pertanahan Nasional  (BPN) ini  bertujuan  untuk  mempercepat  
waktu, memperpendek jarak, dan  memudahkan  pengurusan sertifikasi  
tanah. Untuk  lebih  mengefektifkan implementasi,  menurut  Van  Meter  
dan  Van  Horn  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi  efektivitas  
pelaksanaan  adalah  komunikasi,  dan  bentuk komunikasi  dalam  
program  LARASITA  adalah  sosialisasi,  diharapkan  dengan adanya 
sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran pegawai BPN, baik itu sosialisasi 
internal maupun eksternal LARASITA dapat berjalan lancar. Hal ini 
dimaksudkan sebagai sebuah program  baru,  sosialisasi  internal  lebih  
bertujuan  untuk pembinaan  dan  pelatihan  bagi  para  pegawai  yang 
secara teknis berhubungan dengan IT (Information Technology) 
LARASITA. 
Sedangkan sosialisasi eksternal  bertujuan  untuk  menyampaikan  
kepada masyarakat luas bahwa dalam rangka pembangunan di bidang 
pertanahan, BPN mempunyai sebuah program baru yang dikenal 
dengan sebutan LARASITA,yaitu sebuah program penerbitan  Sertifikat  




Dengan LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampu 
menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan 
berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi 
antara aparat Badan Pertanahan Nasional khususnya aparatur BPN 
Kab. Luwu Timur dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, 
kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat,di seluruh wilayah 
kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari Kantor Badan Pertanahan  
Nasional Kab. Luwu Timur.Namun pelaksanaan yang selama ini 
dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan kab.Luwu Timur masih bnayak 
mengahdipi rintangan-rintangan dalam menerapkan atau melaksanaan 
program larasita ini, rintangan tersebut baik yang datangnya dari 
ekternal maupun internal sendiri. 
Berdasarkan akan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk 
melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ”Implementasi 
Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah 
(LARASITA) di Kab. Luwu Timur. 
1.2 Rumusan Masalah 
Arikuntomenguraikan bahwa agar penelitian dapatdilaksanakan 
sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnyasehingga 
jelas dari mana harus mana memulai, ke mana harus pergi, dandengan 
apa ia melakukan penelitian6. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwapentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan 
penelitian yang akandilakukan oleh penulis. Berdasarkan uraian pada 
latar belakang diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan program layanan rakyat 
untuk sertifikat tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur ? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (Larasita) 
di Kabupaten Luwu Timur? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti tersebut seperti 
yang telah diuraikan diatas, penulis yang mengadakan penelitian 
memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengatahui pelaksanaan kebijakan program layanan rakyat 
untuk sertifikat tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (Larasita) 
di Kabupaten Luwu Timur. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi 




1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan 
suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi 
sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang 
mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
menyangkut masalah implementasi kebijakan program larasita. 
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 
dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur beserta Pemerintah Kabupaten Luwu 
Timur dalam melakukan usaha dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di berbagai bidang, khususnya pada bidang 
pengurusan sertifikat tanah pada program Larasita di Kabupaten 
Luwu Timur. 
 
1.4 Kerangka Konseptual 
Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam 
penelitian yang sekiranya akan dilakukan nantinya. Untuk itu pada 
dasarnya penelitian yang akan dilakukan ini akan mengutip beberapa 
pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan 
yang nantinya akan dikaji atau diteliti secara mendalam. 
Dalam setiap perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut  
program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu  
tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya  




Berikut disampaikan beberapa pengertian implementasi menurut para 
ahli: 
Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata 
Wastra dan kawan-kawan (1989;256) adalahAktivitas atau usaha-usaha 
yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan,dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat 
yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan  
berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan7. 
Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa 
implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu 
swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan 
sebelumnya8.  
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan 
Paul Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul 
Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu; 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
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disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 
maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian”9. 
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu 
proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut perilaku badan-badan adminstratif yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan sosial 
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 
segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang 
diharapkan ataupun yang tidak diharapakan. 
Selanjutnya tentang kebijakan, dimana kita ketahui bersama 
bahwa istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan 
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah 
policy.Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum 
diketahui terjemahan yang tepat istilah policy kedalam bahasa 
Indonesia. 
Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang 
dikemukakan oleh Edi Suharto meyatakan bahwa kebijakan adalah 
suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-
cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam 
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mencapai tujuan tertentu10.Sementara menurut Elau dan Prewitt (1973), 
kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh 
perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya 
maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu11. 
Abiding menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan 
dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung 
beberapa elemen, yaitu : 
a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk 
mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap 
baik apabila tujuannya : 
1) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh aksi yang 
sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang 
tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan 
factor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional. 
2) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut 
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari 
banyak pihak. 
3) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu 
realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan 
tingkat validitas suatu kebijakan. 
4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu 
kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang 
tidak benar atau sudah kadaluarsa12. 
Kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu 
policy.Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan 
perilaku seorang aktor misalnya, seorang pejabat, suatu kelompok 
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maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu 
bidang kegiatan tertentu. Kebijakan sebagai studi diartikan sebagai 
pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pelaksanaan atau 
pengaturan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai 
tujuan yang dikehendaki. Heglomenyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai 
untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai 
kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian 
kehendak13.Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk 
mencapai tujuan tertentu.Pendapat ahli lainnya dari 
Eastonmenyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan 
mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan14.Ini 
mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi 
keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain 
yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali 
pemerintah, sedangkan pendapat Friedrich (2004) mengatakan bahwa 
yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), 
sasaran (objektive) atau kehendak (purpose). 
Selanjutnya yang menjadi sorotan dalam penelitian yang akan 
dilakukan yaitu tentang pelayanan publik. Dimana pelayanan tak lain 
merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi 
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antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Groonroos 
(1990:27) dalam Ratminto & atik (2009:2).Kegiatan pelayanan 
senantiasa aktual dibahas dalam berbagai aspek kelembagaan 
pemerintah.Aspek pelayanan telah berkembang luas pada tatanan 
organisasi pemerintah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang semakin maju dan nuansa fungsi dan tugas 
pelayanan pemerintahan yang semakin komperatif15. 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
Tahun 2003 menyatakan bahwa Pelayanan umum adalah segala 
bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, 
di daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang 
dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan16, 
Pengertian lain dari pelayanan oleh Moenir yang menyatakan 
bahwa, pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas orang lain baik langsung maupun tidak langsung, atau 
pelayanan adalah merupakan jasa, dan jasa adalah komuditi, 
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sedangkan pelayanan pemerintah terkait dengan suatu hak dan 
terlepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dapat dibebani suatu 
kewajiban atau tidak17.Kurniawan dalam Sinambela. LP menyatakan 
bahwa pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan 
(malayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
carayang telah ditetapkan. 
Pemerintah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut 
kemampuannya meningkatkan kualitas layanan menjaga kualitas hidup, 
melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kualitas layanan 
juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat menikmati secara 
merata dan adil sehingga itu sama dengan menjamin hak-hak asasi 
warga negara.Selain itu, Adanya perbaikan kualitas pelayanan publik 
melalui budaya aparatur dalam melayani dapat diidentifikasi dari 
menurunnya tingkat komplain masyarakat pengguna, kepuasan 
masyarakat dan meningkatnya jumlah kepercayaan masyarakat umum. 
Organisasi layanan publik harus berorientasi pada outcome dan bukan 
sekedar input dan output. Jadi indikator kinerja atas organisasi layanan 
publik bukan sekedar jumlah pengeluaran yang tidak melebihi 
anggaran, tetapi yang lebih penting adalah tingkat kepuasan 
masyarakat sebagaipengguna jasa agar harapan dan tujuannya dapat 
tercapai. 
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Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 
bidang pertanahan sesuai dengan Instruksi Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 
tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat 
dibidang administrasi bidang pertanahan, maka Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan 
kualitaspelayanan pertanahan meliputi tertib administrasi, ketersediaan 
dan kejelasan fungsi loket,kejelasan prosedur pelayanan, kejelasan dan 
kelengkapan berkas,kepastian biaya, pemberian pelayanan informasi, 
dan penataan ruang kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan 
mekanisme kerja. Dimana semuanya itu tersedia dalam program 
Larasita. 
Sesuai dengan Peraturan yang berlaku dikatakan bahwa dalam 
rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok danfungsi Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada 
masyarakatdikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut 
dengan LARASITA18. 
LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari 
pemenuhan rasakeadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan 
oleh masyarakat.LARASITAmerupakan Layanan Rakyat untuk 
Sertifikasi Tanah.Program ini memadukanteknologi informasi dengan 
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pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayananbergerak, diharapkan 
mampu menghapus praktik persoalan Sertipikat tanah danmemberikan 
kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam 
mewujudkankepastian hukum.Tujuannya, adalah untuk menembus 
daerah-daerah yang sulitdijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal 
di daerah terpencil tersebut denganmudah mendapatkan pelayanan 
pertanahan tanpa harus menempuh jarak yangjauh dan biaya 
transportasi yang besar. 
Beberapa Tugas LARASITA adalah menyiapkan masyarakat 
dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria), 
melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang 
pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, 
melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan 
bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang 
mungkin diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang 
berkembang di masyarakat, serta meningkatkan dan mempercepat 
legalisasi aset tanah masyarakat. 
Tujuannya Larasita adalah mendekatkan layanan pertanahan 
kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah 
mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan, mengurangi beban 
biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertifikat, 




pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang 
turut merusak citra Badan Pertanahan Nasional, memberikan kepastian 
pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab. Sementara itu Larasita 
sendiri memerlukan mobilisasi yaitu Mobil Larasita yang berfungsi 
sebagai loket pelayanan bergerak (mobile front office) dan kendaraan 
untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan 
lainnya yang secara langsung dilayani oleh Petugas dari Kantor 
Pertanahan Setempat. 
Sementara melihat keterbatasan waktu dalam proses penelitian ini, 
maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis sendiri akan 
membatasi proses layanan yang akan diteliti. Dimana peneliti hanya 
akan meneliti tentang proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. 
Oleh sebab itu dalam rangka percepatan pendaftaran tanah  
pertama kali, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  membuat 
inovasi baru yaitu dengan melaksanakan Program Layanan  Rakyat 
Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), yang diatur dengan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional  Republik  
Indonesia,  sebagai pelaksanaan  dari Peraturan  Presiden  Republik  
Indonesia  Nomor 85 Tahun  2012tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Program Layanan Rakyat Untuk 
Sertifikat Tanah (LARASITA) adalah Program jemput bola atau 




di berbagai  daerah,terutama  yang  lokasi  tanahnya  jauh  dari Kantor 
Pertanahan guna mendukungpelayanan proses sertifikat tanah. 
Dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, tentunya 
akan ada hal-hal yang mempengaruhinya, dimana hal tersebut 
dimasukkan sebagai faktor. Faktor tersebut terdiri atas dua macam, yaitu 
faktor yang mendukung proses layanan serta faktor yang manghambat 
proses layanan. Kedua jenis faktor inilah yang nantinya ikut berpengaruh 
didalam penentu implementasi dari kebijakan Larasita dalam melayani 
masyarakat sebagai pelanggan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema 
kerangka konseptual.Berikut merupakan skema kerangka konseptual 
yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan peneliti 







Peraturan / Regulasi Yang Mendasari Program Larasita : 
1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
3. Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009 
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 
Pelaksanaan Kebijakan Program LARASITA di 
Kabupaten Luwu Timur, ditinjau dari aspek 
1. Organisasi 
2. Interprestasi 
3. Aplikasi  
SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL 
Gambar 1 
Kantor Badan Pertanahan 











1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kabupaten Luwu 
Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Kabupaten Luwu Timur 
adalah kabupaten yang sangat dikenal dengan perkembangannya 
yang begitu pesat. Namun, selain perkembangannya yang begitu 
pesat membuat berbagai masalahpun tumbuh dan berkembang salah 
satunya masalah implementasi kebijakan. 
Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur yang merupakan instansi vertical Badan 
Pertanahan Nasional kota/kabupaten yang berada dibawah tanggung 




1. Faktor Pendukung 
- Struktur Birokrasi 







Sulawesi Selatan serta sebagai penyelenggara program LARASITA di 
Kabupaten Luwu Timur. Dimana mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi BPN yang bersangkutan yang dipimpin 
oleh seorang kepala. 
1.5.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian 
deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang 
ada di lapangan tentang implementasi kebijakan di bidang pertanahan 
terkhusus pada penerapan program Larasita yang ada di Kabupaten 
Luwu Timur. 
Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui pengamatan 
dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena 
yang berhubungan dengan imlpemntasi kebijkan Larasita sehingga 
mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan 
dan mengantisipasi masalah yang menyangkut imlpemntasi kebijkan 
pertanahan pada pelaksanaan program Larasita yang ada di 
Kabupaten Luwu Timur.Metode penelitian ini digunakan karena 
berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan 





1.5.3 Objek Penelitian dan Informan 
1.5.3.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Badan 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur serta pada beberapa unit 
pelaksana progran Larasita di Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan 
objek ini atas pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan instansi 
vertical badan pertanahan nasional kota/kabupaten yang langsung 
membawahi pelaksanaan program Larasitaserta berhubungan 
langsung dengan masyarakat dalam hal penguruasan administrasi 
pertanahan di Kabupaten Luwu Timur. 
1.5.3.2 Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka 
diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan 
dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Dimana purposive 
sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana 
menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. 
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar penelitian.Informan ini harus banyak 
pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan 




menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang 
peneliti maksudkan adalah semua provider yang terkait dengan 
pelayanan administrasi pertanahan pada pelaksanaan program 
Larasita di Kabupaten Luwu Timur, yakni: 
1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur; 1 Orang 
2. Kasubag Tata Usaha ; 1 Orang 
3. Kaur Umum dan Kepegawaain                                           ; 1 Orang 
4. Kasubsi Pendaftaran Tanah   ; 1 Orang 
5. Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat                                   ; 1 Orang 
6. Aparatur Pelaksana / Tim Program Larasita                        ; 4 Orang 
7. Masyarakat yang sementara dan yang telah memanfaatkan 
program Larasita                                                                  ;5 Orang 
 
 
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Data sekunder, adalah data yang diperolah dengan jalan 
melakukan penulisan terhadap buku-buku atau literatur dan 
beberapa dokumen sesuai yang berkaitan dengan objek 
penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan 
digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai 
konsep, teori-teori, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya 




pertanahanyang dikhususkan pada program Larasita di 
Kabupaten Luwu Timur. 
2. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan 
penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan 
atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung 
terhadap aspek – aspek yang terkait dengan kegiatan atau 
prosespelayanan. Disamping itu Observasi juga merupakan 
kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung 
terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada 
unit Larasita di Kabupaten Luwu Timur, serta masyarakat 
sebagai objek yang diberikan sesuatu yakni pelayanan secara 
cepat dan tepat. 
b. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan 
tanya jawab secara langsung dengan informan terpilih dalam 
pengumpulan informasi yang relevan, serta melakukan 
wawancara secara berstruktur (berpedoman) yang 
didasarkan pada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 
Daftar pertanyaan telah disusun terlebih dahulu untuk 
nantinya ditanyakan kepada informan yang melakukan 
pengurusan pendaftaran tanah untuk pertama kali pada Unit 





1.5.5 Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara 
kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang 
diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai 
proses imlpemntasi kebijkan dari pada yang di terapkan pada unit 
pelaksna program Larasita di kabupaten Luwu Timur yang di pusatkan 
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, serta kajian 
futuristik dalam upaya terciptanya implementasi kebijakan yang baik 
dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 
1.6 Defenisi Operasional 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian yang dilakukan ini, maka penulis memberikan beberapa 
batasan penelitian yang menjawab persoalan utama yaitu tentang 
implementasi kebijakan, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan 
melaui beberapa indikator sebagai berikut: 
1. Proses pelaksaaan kebijakan program layanan rakyat untuk sertifikat 
tanah atau LARASITA di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang 
dimaksud dalam penelitian yangtelah dilakukan ini adalah semua 
hal-hal yang menyangkut proses penerapan kebijkan LARASITA 




Kabupaten Luwu Timur yang memberikan gambaran dari awal 
hingga akhir dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang 
pertanahan tersebut yang sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses pelaksanaan 
kebijakan yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana program Larasita 
di lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat dioperasionalkan 
dengan indikator sebagai berikut : 
a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala hal yang 
sifatnya membantu dalam proses pelaksana atau penerapan 
Kebijakan program Larasita di lingkup wilayah Kabupaten Luwu 
Timuragar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. 
b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu 
yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi 
terselenggaranya proses pelaksana atau penerapan Kebijakan 
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Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual atau teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. 
2.1. Konsep Implementasi 
2.1.1. Pengertian Implementasi 
Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata 
Wastra dan kawan-kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-
usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijksanaan yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-
alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan 
berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan19. 
Sementara Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi 
kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta 
(kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
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yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan 
sebelumnya20.  
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan 
Paul Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul 
Wahab, menyatakan bahwa, implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan 
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau 
kejadian-kejadian21. 
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu 
proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut perilaku badan-badan adminstratif yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan sosial 
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 
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segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang 
diharapkan ataupun yang tidak diharapakan. 
Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi 
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 
individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan sebelumnya22. 
Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa 
terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, 
yakni23; 
1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila 
standar dan sasaran kebijakan kabur, 
2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 
non manusia. 
3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, 
implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja 
sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 
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4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 
norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 
program. 
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 
kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau 
menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, 
serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 
6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 
pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, 
yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 
Micahel Howlet dan M. Ramesh dalam buku Subarsono (2006;13), 
bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan 
kebijakan supaya mencapai hasil24. 
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 
terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan 
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pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana 
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga 
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya 
tujuan-tujuan yang ingin diraih. 
Sementara Charles O Jones mengemukakan mengenai 
implementasi kebijakan, yaitu: implementation is that set of activities 
directed  toward putting a program into effect. (implementasi adalah 
serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah 
program  yang  dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu)25. 
Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan 
dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh 
Wahab sebagai berikut: 
Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, 
biasanya tergabung dalam undang-undang, tetapi yang juga dapat 
mengambil ordess eksekutif penting atau keputusan pengadilan. 
Idealnya keputusan yang mengidentifikasi masalah yang akan 
ditangani, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai 
cara, "tructures" proses implementasi. Proses biasanya berjalan 
melalui beberapa tahap dimulai dengan berlalunya undang-undang 
dasar, diikuti oleh output kebijakan (keputusan) dari lembaga 
pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan orang-output, 
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dampak yang dirasakan keputusan lembaga, dan akhirnya revisi 
penting (Hasil revisi undang-undang dasar)26. 
 
Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier, 
implementasi  kebijakan  adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan  eksekutif yang 
penting atau keputusan  badan  peradilan. Lazimnya, keputusan 
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan  
secara  tegas  tujuan  sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk  menstrukturkan/mengatur  proses  implementasinya. Proses ini 
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tersebut, biasanya 
diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output 
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) 
pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut 
oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki 
atau yang tidak  dikehendaki  dari output tersebut, dampak keputusan, 
dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan 
tersebut. 
Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik  adalah: 
(a) harus  berorientasi  pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh 
aparatur administrasi negara yang melaksanakan  kebijakan, (c) 
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diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan  publik. Hal 
tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah sebagai berikut: 
Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya. Sebagai pemegang mandat dari rakyat, setiap 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada  
kepentingan  umum.  Oleh  karena itu pembuatan kebijakan harus 
didasarkan pada penelitian tentang dunia nyata yang  berkembang  
dalam  kehidupan  masyarakat  umum. Selain itu penelitian inipun 
dapat memberikan informasi untuk melakukan forecasting 
terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi sehingga 
dapat mempersiapkan antisipasinya.  
Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada berbagai 
faktor yang mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah 
pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh 
lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian 
perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat 
pelaksana dengan masyarakat  sasaran. Saling pengertian ini 
merupakan realisasi dari keterikatan antara pembuat kebijakan 
sebagai pemegang mandate dengan public sebagai pemberi 
mandat27. 
 
2.1.2. Teori-teori Implementasi 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Berikut 
disini ada sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para ahli. 
Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 
mengenai implementasi kebijakan28, yaitu: 
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a. Teori George C. Edward  
dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variable, yaitu : 
a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga 
akan mengurangi distorsi imlpementasi. 
b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 
financial. 
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 
maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan 
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III 
(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala 
menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya 
berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk 
mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan 




d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 
berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur 
organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran 
perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating 
Procedure (SOP) dan fragmentasi. 
b. Teori Charles O. Jones  
Tidak terlepas dari teori yang dikemukan oleh George Edward, yang 
menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut 
faktor-faktor yang berpengaruhi implementasi kebijakan, maka dalam 
hal  implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang 
sangat penting. Dimana dalam aktivitas inilah nantinya faktor-faktor 
yang dalam teori George C Edward III memberikan sumbangsi atau 
pengaruh yang sangat signifikan. Aktivitas  pertama yang dimaksud 
adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan 
atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk 
menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah 
interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana 




menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat  diterima  serta 
dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau 
penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan 
rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan 
dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang 
telah ditentukan. 
 
a. Dimensi Organisasi 
Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan 
aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-
metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung 
di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang 
melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga 
dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut: 
Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan 
secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus 
untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan29. 
 
Mengenai ketersediaan sumber daya, Edwards III mengemukakan 
sumber-sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan 
antara lain mencakup: 
a) Staff 
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Salah satu konsekuensi dari kekurangan personil di 
ketidakefektifan secara langsung melaksanakan kebijakan. Staf 
cukup sangat penting untuk implementasi ketika kebijakan yang 
terlibat adalah salah satu yang membebankan pada orang 
kendala diinginkan wheter mereka menjadi persyaratan kebijakan 
hibah, kebijakan peraturan atau hukum pidana. Keterampilan 
serta angka adalah karakteristik penting dari pelaksanaan staf. 
b) Authority 
Otoritas bervariasi dari program ke program dan datang dalam 
berbagai bentuk yang berbeda. Kebijakan yang memerlukan 
pengawasan atau regulasi lain di sektor publik atau swasta 
pemerintah adalah mereka yang berwenang kemungkinan besar 
tidak memadai. Hal ini dalam mengatur orang lain dimana 
kewenangan yang cukup paling sering kurang, kadang-kadang 
tidak ada bahkan di atas kertas. Kurangnya otoritas yang efektif 
menyebabkan pejabat untuk mengadopsi layanan daripada 
orientasi peraturan terhadap mereka yang terlibat dalam regulasi. 
(c) Facilities 
Fasilitas fisik mungkin juga sumber daya penting dalam 
pelaksanaan. Kurangnya bangunan penting, peralatan, 
perlengkapan, atau tanah dapat menghambat implementasi 
kebijakan sebanyak dapat kekurangan dalam sumber daya lain 
yang memiliki memeriksa30. 
Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas 
dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, 
sebagaimana Jones mengemukakan sebagai berikut:  
Pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk 
mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan 
kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara 
ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara 
paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa 
pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang 
melakukannya31. 
                                                          
30
 George C. Edward, 1980, Implementing Publik Policy (Politic and Policy Series), 
Congressional Quarterly Press, halaman 79-82 
31
 Charles O. Jones, 1996, Pengantar Kebijakan Publik [penerjemah] Ricky Ismawanto I, 




Ada beberapa hal penting mengenai konsep birokrasi. Pertama, 
sistem ideal birokrasi Weber dalam kenyataannya jarang terealisasi 
sehingga perlu ditekankan dalam implementasi. Kedua, implementasi 
adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis dapat bervariasi pada 
berbagai permasalahan. Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan 
tergantung pada badan atau institusi pelaksana. Charles O. Jones 
mengemukakan bahwa “the point is that implementation of policy may 
very dependin on the particular stage of agency development”32. Setiap 
kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan 
pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang 
melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan 
program-program yang telah dirancang. 
b. Dimensi Interprestasi 
Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh 
pembentuk kebijakan  dan  mengetahui  betul  apa  dan bagaimana  
tujuan  akhir  itu  harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi 
interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards 
III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edwards III 
sebagai berikut : 
"Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah 
bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa 
yang seharusnya mereka lakukan Jika kebijakan harus 
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dilaksanakan dengan baik, arahan pelaksanaan tidak hanya harus 
diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, 
pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, 
dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan 
pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, 
pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka"33. 
Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para 
pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan 
haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para 
pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak 
dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. 
Dalam buku yang ditulisnya, George Edwards III mengemukakan 
karakteristik komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari tiga 
bagian utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, 
sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini: 
a) Transmission 
Penyimpangan transmisi adalah penyebab utama kegagalan 
implementasi. Tingkat pembuat kebijakan tinggi harus bergantung 
pada orang lain untuk mengirim dan melaksanakan keputusan dan 
perintah mereka . Instruksi Implementasi lebih mungkin untuk 
ditransmisikan secara akurat jika sebuah kelompok kecil dan 
kohesif relatif orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. 
Semakin baik mengembangkan saluran komunikasi untuk 
transmisi petunjuk pelaksanaan, semakin tinggi kemungkinan 
instruksi tersebut sedang dikirim dengan benar. 
b) Clarity 
Arahan pelaksanaan harus tidak hanya diterima, tetapi juga harus 
jelas . Instruksi pelaksanaan yang tidak menentukan tujuan 
kebijakan dan cara mencapainya yang umum jika komunikasi tidak 
jelas, pelaksana akan memiliki lebih banyak keleluasaan untuk 
latihan dalam menafsirkan persyaratan kebijakan. Kebijaksanaan 
ini akan membuat usaha sadar untuk mengeksploitasi ambiguitas. 
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Terkait tetapi secara konseptual berbeda dari kejelasan 
komunikasi adalah konsistensi mereka. Ketika pelaksana 
menerima instruksi yang tidak konsisten, mereka pasti akan 
mampu memenuhi semua tuntutan yang dibuat atas mereka. 
Inkonsistensi seperti ambiguitas, hasil dari keinginan untuk tidak 
alinate bunga, dan semakin besar jumlah komputasi bunga yang 
berusaha untuk mempengaruhi implementasi kebijakan, semakin 
besar kemungkinan instruksi pelaksanaan tidak konsisten34. 
Sementara itu, Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut 
bahwa selain patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah 
mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Bagaimana para 
pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah 
keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan  
para  pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan 
estimasi ketersediaan sumber daya. Berikut penjelasan menurut 
Charles O. Jones: 
" Standar yang jelas juga harus diterapkan, yang involes, 
setidaknya, suatu proses dimana pelaksana belajar bahwa 
standar dan mengembangkan sarana untuk appliying itu. Dimana 
standar tidak jelas, namun pelaksana dihadapkan dengan 
tanggung jawab Havier. Wheter dan bagaimana mereka memikul 
tanggung jawab ini tergantung pada banyak kondisi. Tentunya, 
salah satu yang paling penting dari ini adalah estimasi pelaksana 
dari sumber daya yang tersedia"35. 
 
Berdasarkan pada penjelasan mengenai dimensi interpretasi yang 
telah dipaparkan, selanjutnya Charles O. Jones menegaskan 
mengenai interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut : 
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Bahwa pelaksana harus menanggapi pertanyaan, apa yang harus 
saya lakukan sekarang? mengganggu banyak orang, menjamin 
frustrasi bagi pikiran rapi mencari penutupan dalam proses 
kebijakan. Hal ini tidak mengherankan, karena itu formula untuk 
administrasi yang baik atau pelaksanaan yang efektif 
dikembangkan. Biasanya formula ini menekankan kejelasan, 
ketepatan, konsistensi, penentuan prioritas, sumber daya yang 
memadai dan sejenisnya. Studi tentang administrasi publik penuh 
dengan panduan ini untuk manajemen yang efisien36 
 
Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana 
kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi 
kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penfsiran ini 
tidak menyimpang dari kebijakan tersebut. 
c. Dimensi Aplikasi 
Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan 
dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk 
tercapainya tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa Application 
simply refers to doing the job. It includes “providing goods and 
services” as well as other programmatic objectives (for examples, 
regulation and defense)37. 
Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana 
para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan olehpedoman 
program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus 
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diarahkan oleh kondisi yang aktual. Berikut ini penjelasan menurut 
Charles O. Jones: 
“Adjustments in either organization or interpretation during 
program application are not at all unusual. A political feasible 
interpretation of authority may turn out in to be impractical in the 
field. Application is often a dynamic process in which the 
implementor are enforcer is guided generally by program 
directives or standards and specifically by actual 
circumstances”38. 
Penentuan tarif pembayaran merupakan bagian dari kegiatan 
dalam aplikasi kebijakan. Charles O. Jones mengemukakan bahwa: 
“aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari 
pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan 
tujuan atau perlengkapan program”39. 
Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana 
diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-
patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini 
sebagaimana disampaikan oleh Jones:  
Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan 
dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan 
seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para 
pelaksananya ataupun para  petugas diarahkann oleh 
pedoman program maupun  patokan-patokannya40.  
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Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga 
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. 
Mengenai hal ini, Jones mengemukakan:  
Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses 
aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada 
sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu 
peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang 
membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan 
dalam organisasinya.  Aplikasi ini adalah suatu varian dengan 
konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan 
pada terciptanya  tujuan  kebijakan  yang efektif  dan  efisien  
serta  dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif41. 
(Jones, 1994: 328) 
Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk 
memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai 
dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi 
terhadap pihak yang dirugikan. Mengenai hal ini, Jones 
menjelaskan: 
Eugene Bardach menggunakan gagasan "permainan" sebagai 
"metaphor utama yang mengarahkan perhatian serta 
merangsang pandangan" di dalam pengkajian pelaksanaan. 
Dalam bentuknya "games atau permainan" melibatkan 
peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak 
yang kalah; penggunaan mereka sebagai metafora 
menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara 
dalam mencapai tujuan tersebut Penulis sadar betul bahwa 
tidak satupun permainan atau pertandingan dapat 
dimenangkan dengan hanya bermodalkan strategi42.  
Aplikasi juga harus mempertimbangkan aspek politik, dimana 
politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak dan juga rawan 
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konflik. Charles O. Jones kemudian menyatakan conflict means 
ambivalence dengan pernyataan berikut : 
Politik selalu melibatkan konflik. Untuk pembuat keputusan 
individu konflik kelompok berarti ambivalensi, dan ambivalensi 
dapat digambarkan dalam istilah perilaku sebagai seiring 
mengambil peran yang tidak kompatibel, Penegak dan 
"en•dipaksa" sama menganggap kedua peran potensi 
pelanggar dan peran korbannya. Dari tanggapan mereka 
terhadap peran saling tersebut mengambil datang aturan yang 
sebenarnya bertindak keluar; spesifikasi celah, hukuman, dan 
penghargaan yang mencerminkan penyesuaian diterima peran-
peran yang tidak kompatibel43. 
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  aplikasi  kebijakan  
publik  ini merupakan upaya yang menekankan the establishment of 
policy goals, agar tujuan kebijakan  tersebut  dapat  tercapai secara 
efektif  dan  efisien (to  be  effectively  and efficiently)  dalam sebuah 
pelayanan di bidang sertipikasi pertanahan yang sesungguhnya 
kepada masyarakat (objective civil service). 
 
c. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang 
mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; 
a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila 
standar dan sasaran kebijakan kabur, 
                                                          
43
 Charles O. Jones, 1984, An Intoduction To The Study of Policy, Brook/Cole Publishing 




b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 
manusia. 
c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, 
implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama 
antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 
d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 
norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 
program. 
e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 
kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau 
menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta 
apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 
f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 
pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, 
yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor44. 
Dengan demikian kita dapat menggambarkan sebuah kerangka 
yang memperlihatkan siklus dari implemantasi kebijakan yang 
dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn45. 
Gambar 2.  
Kerangka Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van 
Horn  
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d. Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining 
Welmer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga 
kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
implementasi suatu program, yaitu: 
1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan 
yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan 
dukungan teoritis. 
2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
lingkungan dalam hal ini encakup lingkungan social, politik, 




berhasil pada suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan 
pada daerah lain yang berbeda.  
3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi 
implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan46. 
2.2. Konsep Kebijakan 
2.2.1. Pengertian Kebijakan 
 
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan 
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah 
policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum 
diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang 
dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa kebijakan adalah suatu 
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam 
mencapai tujuan tertentu47. Sementara, Menurut Elau dan Prewitt 
(1973) dalam buku Edi Suahrto, kebijakan adalah Sebuah ketepatan 
yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan 
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berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang 
terkena kebijakan itu48. 
Dalam bukunya Said Zainal Abiding menyatakan bahwa secara 
umum suatu. kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan 
bila mengandung beberapa elemen, yaitu : 
b. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk 
mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatau kebijakan 
dianggap baik apabila tujuannya : 
5) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal 
yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor 
pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak 
mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap 
kebijakan nasional. 
6) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut 
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari 
banyak pihak. 
7) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu 
realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan 
tingkat validitas suatu kebijakan. 
8) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana 
suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada 
informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa49. 
Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan 
wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasamadan meredam 
serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai 
akibat dari pencapaian kehendak. Dilain sisi ada pendapat menyatakan 
bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk 
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mencapai tujuan tertentu Heglo50. Pendapat ahli lainnya menyebutkan 
bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk 
masyarakat secara keseluruhan Easton51. Ini mengandung konotasi 
tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan 
masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat 
mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. 
2.2.2. Kebijakan Menurut Para Ahli 
Jenkins menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) 
adalah “a set of interrelated decision taken by a political actor or group 
of actors concerning the selection of goals and the means of achieving 
the within a spesified situation where these decision should, in principle, 
be within the power of these actors” (serangkaian keputusan yang 
saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau 
sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 
beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana 
keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-
batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut52. 
Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah 
sebagaimana dilakukan oleh Dunn menunjukkan bahwa suatu kebijakan 
disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam 
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rumusan masalah kebijakan. Dari rumusan masalah ini suatu kebijakan 
disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi 
pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya 
dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil 
kebijakan. Data hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk 
menilai (evaluasi) kinerja kebijakan53. Hasil evaluasi inilah yang 
selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan 
(meramalkan) masa depan kebijakan. 
2.3. Konsep Pelayanan Publik 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penelitian 
yang telah dilakukan penulis, dimana penilitian ini mengacu pada 
penerapan kebijakan yang pada dasarnya merupakan terobosan baru 
guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam hal proses 
pelayanan di bidang pertanahan. Namun, sebelum lebih lanjut membahas 
mengenai keberhasilan pelaksanaan program Larasita ini, kita akan 
membahas konsep dari pelayanan publik itu sendiri. 
Menurut Kurniawan dalam Sinambela. LP yang mana pelayanan 
publik diartikan, pemberian layanan (malayani) keperluan orang atau 
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 
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dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan54. Selanjutnya 
menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, 
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan55. 
Sedangkan pelayanan umum menurut Lambaga Administrasi 
Negara (1998) mengartikan pelayanan publik merupakan segala benuk 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di 
pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan56. 
Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan, dalam 
konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan 
sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau 
masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan 
dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 
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Dalam modul pelayanan public dijelaskan bahwa terdapat tiga unsur 
penting dalam pelayanan publik57, yaitu : 
1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah 
daerah, 
2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat atau 
organisasi yang berkepentingan, 
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 
(masyarakat). 
Unsur yang pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah 
memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli 
layanan dan menjadi pemerintah daerah yang bersikap statis dalam 
memberika layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau 
diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang 
berkepentingan. Unsur kedua, adalah masyarakat atau organisasi yang 
berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada 
dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara 
untuk menerima layanan sehingga tidak memiliki akses untuk 
mendapatkan pelayanan yang baik. Unsur ketiga merupakan kepuasan 
masyarakat menerima layanan yang menjadi perhatian penyelenggara 
pelayanan (pemerintah). Hal ini untuk menetapkan arah kebijakan 
pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan masyarakat, dan 
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dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
manajemen pemerintahan daerah. 
Sementara itu kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu 
perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang 
semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh 
masyarakat58. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan hak dan 
kewajibannya sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan 
tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 
Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas, birokrasi 
publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, 
efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaktif 
serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 
meningkatkan kepastian individu dan masyarakat untuk secara aktif 
menentukan masa depannya sendiri59. Arah pembangunan kualitas 
manusia tadi merupakan pemberdayaan akan kapasitas manusia dalam 
arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan 
menentukan masa depannya sendiri. 
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Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelayanan 
publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat 
sederhana, terbuka, tepat, lengkap wajardan terjangkau. Selain itu, dalam 
kondisi masyarakat yang semakin kritis diatas, birokrasi publik dituntut 
harus dapat posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan 
publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka 
melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah 
menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolabiratis dan 
dialogis dan dari cara-cara sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik 
dan pragmatis60. Dengan revitalitas birokrasi publik yang lebih baik dan 
profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan 
yang diberikan kepadanya dapat terwujud. 
Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus 
dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi 
pelayanan masyarakat (public services functions), fungsi pembangunan 
(development function) dan fungsi perlindungan (protection functions). 
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan kepada 
masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara 
sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur 
pemerintahan dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis 
karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu 
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memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang 
dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah 
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengn tujuan pendiriannya. 
Dengan demikian akan dilakukan penilaian tentang sama tidaknya 
antara harapan dan kenyataan didalam pengurusan sesuatu yang 
berhubungan dengan pelayanan publik, apabila ditemukan ketidak 
samaan maka pemerintah diharapkan mampu mengoreksi keadaan agar 
lebih teliti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, 
seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu 
yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak 
terpenuhi, pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan 
apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang 
informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan 
kondisi, serta aturan yang melengkapinya. 
Ketika berbicara tentang pelayanan publik jelas bahwa hal yang 
perlu dipersiapkan oleh aparat pemerintah adalah bagaimana tercipta 
pelayanan yang prima. Pelayanan prima merupakan suatu rangkaian kata 
yang mana terdiri atas dua kata, pelayanan dan prima. Pelayanan sendiri 
merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang 
diperlukan atau dibutuhkan oleh orang lain, sedangkan prima merupakan 




kedua kata tersebut dirangkai maka dapat mengandung arti yang 
merupakan pelayanan terbaik yang diberikan sesuai dengan standar 
mutu yang mana dapat memuaskan dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan atau melebihi dengan apa yang diharapkan oleh konsumen 
dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. 
Dalam mengembangkan pelayanan prima, pemerintah harus 
mempunyai standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik sendiri 
merupakan suatu tolak ukur yang dapat digunakan sebagai rujukan mutu 
pelayanan yanga akan diberikan atau dijanjikan kepada pelanggan atau 
orang lain atau masyarakat. Hal tersebut dapat menaruh perhatian 
tentang bagaimana mekanisme pelayanan yang baik harus dilakukan dan 
merupakan yang terbaik diberikan kepada pelanggan-pelanggan dalam 
hal ini masyarakat. 
2.4. Konsep Program 
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu 
rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. 
Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari 
pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai 





Pariata Westra dkk, mengatakan bahwa “Program adalah rumusan 
yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta 
petunjuk cara-cara pelaksanaannya”61. Hal yang sama dikemukakan oleh 
Sutomo Kayatomo yang  mengatakan bahwa “Program adalah rangkaian 
aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta 
diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan”62.  
Pendapat lain, menurut Manullang mengatakan bahwa Sebagai 
unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai 
gabungan dari poltik, prosedur dan anggaran, yang dimaksudkan untuk 
menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang63. Sedangkan 
menurut, Sondang.P. Siagian mengemukakan bahwa Perumusan 
program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam 
hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud 
berbagai macam bentuk dan kegiatan64. 
Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan  jelas  paling  sedikit 
lima hal, yaitu:  
1. Berbagai sasaran konkrit yang ingin dicapai. 
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2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tertentu.  
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.  
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya 
maupun ditinjau dari segi jumlahnya.  
Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo harus 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut65:  
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.  
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang 
saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.  
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan 
keuntungan-keuntungan yang duharapkan akan dihasilkan program 
tersebut.  
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan 
program pembangunan lainnya.  
6. Berbagai upaya dalam bidang mamajemen, termasuk penyediaan 
tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program 
tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus 
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dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat 
mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.  
Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas 
untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah 
ditetapkan. 
2.5. Konsep Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) 
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang pertanahan sesuai dengan Instruksi Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang 
administrasi di bidang pertanahan, dengan demikian pemerintah dalam 
hal ini BPN melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
pertanahan meliputi tertib administrasi, ketersediaan dan kejelasan fungsi 
loket, kejelasan prosedur pelayanan, kejelasan dan kelengkapan berkas, 
kepastian biaya, pemberian pelayanan informasi, dan penataan ruang 
kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme kerja. Dimana 
semuanya itu tersedia dalam program Larasita. 
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional 




pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan 
pertanahan yang disebut dengan LARASITA66. 
LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan 
rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh 
masyarakat. LARASITA merupakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi 
Tanah. Program ini memadukan teknologi informasi dengan pelayanan 
petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu 
menghapus praktik persoalan Sertifikat tanah dan memberikan 
kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan 
kepastian hukum. Tujuannya, adalah untuk menembus daerah-daerah 
yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah 
terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan 
tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang 
besar. 
Larasita juga merupakan layanan sistem front office mobile secara 
online dengan kantor pertanahan setempat. Sehingga seluruh proses 
pelayanan dari mobil atau sepeda motor Larasita saat itu juga langsung 
terdata di kantor pertanahan. Penerbitan Sertifikat tanah yang 
dilaksanakan oleh kantor BPN berdasarkan atas Undang-Undang Pokok 
Agraria mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan 
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rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik, data yuridis 
dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang  tanah yang sudah ada haknya, hak millik atas satuan 
rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya67. 
Adapun yang menjadi tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai 
berikut68: 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yan bersangkutan.  
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satua rumah 
susun yang sudah terdaftar. 
c. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. 
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Dalam rangka pembangunan di bidang pertanahan maka 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijaksanaan khusus yang dikenal 
dengan istilah Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : 
a. Tertib Hukum Pertanahan 
b. Tertib Administrasi Pertanahan 
c. Tertib Penggunaan Tanah 
d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup  
Berdasarkan Catur Tertib Pertanahan diatas, berarti BPN disini 
memiliki fungsi melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam 
rangka memelihara tertib administrasi pertanahan. Dimana Tertib 
Administrasi Pertanahan juga merupakan salah satu dari tujuan 
pendaftaran tanah. Dalam hubungan Larasita dengan pelaksanaan Catur 
Tertib Pertanahan tersebut maka segala sesuatu yang menyangkut 
bidang pertanahan harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang 
berlaku bukan diselesaikan dengan mempergunakan kekerasan ataupun 
mempergunakan kekuasaan. 
Beberapa Tugas LARASITA adalah menyiapkan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria), 
melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang 
pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar. 
melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan 




diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di 
masyarakat, serta meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah 
masyarakat. 
Tujuannya Larasita adalah mendekatkan layanan pertanahan 
kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah 
mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan, mengurangi beban 
biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertipikat, 
menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan 
pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang 
turut merusak citra Badan Pertanahan Nasional, memberikan kepastian 
pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab. Sementara itu Larasita 
sendiri memerlukan mobilisasi yaitu Mobil Larasita yang berfungsi 
sebagai loket pelayanan bergerak (mobile front office) dan kendaraan 
untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan 
lainnya yang secara langsung dilayani oleh Petugas dari Kantor 
Pertanahan Setempat. 
Adapun jenis layanan yang di sediakan pada progaram layanan 
rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA), yaitu : 
1. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 
2. Pengakuan dan Penegasan Hak Sporadik 
3. Pemecahan Sertipikat 
4. Pemisahan Sertipikat 




6. Pengembalian Batas 
7. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 
8. Pengukuran Ulang dan Pemetaan Bidang Tanah 
9. Peralihan Hak – Hibah 
10. Peraliahn Hak – Jual Beli 
11. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama 
12. Peralihan Hak – Pewarisan 
13. Peralihan Hak – Tukar Menukar 
14. Peralihan Hak Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 
15. Salinah Warkah / Peta / Surat Ukur 
16. Sertipikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar 
Sementara melihat keterbatasan waktu dalam proses penelitian 
nantinya, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis sendiri 
akan membatasi proses layanan yang akan diteliti. Dimana peneliti hanya 
akan meneliti tentang proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. 
Oleh sebab itu di dalam Dalam  rangka  percepatan tanah pertama 
kali, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membuat inovasi 
baru yaitu dengan melaksanakan Program Layanan Rakyat Untuk 
Sertifikat Tanah (LARASITA), yang diatur dengan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009  
tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,  
sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2006. Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah 
(LARASITA) adalah Program jemput bola atau kantor berjalan dimana 
mobil digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai daerah, 
terutama yang lokasi tanahnya jauh dari Kantor Pertanahan guna 




Model pelayanan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah 
(LARASITA) mempunyai fungsi yang sama dengan Kantor Pertanahan, 
yaitu : 
1. Berbasis sistem aplikasi pelayanan KKP (Komputerisasi Kantor 
Pertanahan)    
2. Dilaksanakan secara mobile.  
3. Tersedia 4 loket pelayanan, yaitu: Loket Informasi, Loket 
Penerimaan Berkas, Loket Pembayaran dan Loket Pengambilan 
Produk. 
Dalam melaksanakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah 
(LARASITA) dilengkapi peralatan antara lain: 
1. Central Node (Kantor Pertanahan) terdiri atas : tower setinggi 60M, 
Wireless Radio Antena Omni 2,4 Ghz dan Amplifier Outdoor.  
2. Client Node (Unit Mobil Larasita) terdiri atas : Laptop Mobile, Printer, 
Antena Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio, Optional Outo Motor Antena, 
Swit Hub, Amplifier 1000 MW outdoor. 
Sistem  dan  peralatan  tersebut  diharapkan  mampu  melakukan  
transfer dan komunikasi data secara online ke server KKP (Komputerisasi 
Kantor Pertanahan), sehingga apa yang terjadi di mobil LARASITA akan 
terbaca di Kantor Pertanahan begitu juga sebaliknya.  Dengan demikian 




dilakukan di Kantor Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan 
biaya. Prioritas utama dalam pelayanan Program LARASITA adalah 
pendaftaran tanah pertama kali, namun tidak menutup kemungkinan 
untuk pelayanan pertanahan lainnya seperti informasi layanan 
pertanahan, balik nama dan lain-lain. 
Hal yang diharapkan dari sebuah perjanjian atau janji terealisasi 
sebagaimana diharapkan sebagai wujud nyata moral seorang pelaksana 
pengurusan pendaftaran tanah bagi maasyarakat yang dijanjikan. Sesuai 
dengan peraturan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kab. Luwu 
Timur mengenai batas waktu maksimum pelayanan utamanya pelayanan 
pendaftaran tanah hak milik dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 
No Dasar Hukum Waktu 
1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997  
100-120 Hari (untuk 
koversi)  
2 Surat edaran Kepala 
Badan Pertanahan 
Nasional No.600-900 
tanggal 31 juli 2003  
105-124 hari (untuk 
pengakuan/penegas-
an hak milik)  
Sementara dalam hal pengurusan jelas ada persyaratan dan 
prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau pemohon dalam 





1. Surat permohonan yang ditanda tangani pemegang hak atau 
kuasanya. 
2. Surat pernyataan pemasangan tanda batas. 
3. Surat tanda bukti kepemilikan tanah. 
4. Bukti identitas pemohon. 
5. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir yang telah dilegalisir. 
6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Bila Diperlukan). 
Setelah pemohon dalam hal ini masyarakat memenuhi dan 
melengkapi semua kelengkapan berkas tersebut, maka pemohon baru 
bisa melakukan proses pendaftaran. Berikut merupakan bagan alur 





BAGAN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK / HAK 
GUNA BANGUNAN / HAK PAKAI / HAK PENGELOLAAN 
 
Dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, tentunya akan 
ada hal-hal yang mempengaruhinya, dimana hal tersebut dimasukkan 
sebagai faktor. Faktor tersebut terdiri atas dua macam, yaitu faktor yang 
mendukung proses layanan serta faktor yang manghambat proses 
layanan kedua jenis faktor inilah yang nantinya ikut berpengaruh didalam 
penentu implementasi dari kebijakan Larasita dalam melayani 
masyarakat sebagai pelanggan. 
 




















IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT 










GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini memberikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Luwu Timur dan gambaran objek penelitian yaitu Kantor 
Badan Pertanahan Kab.Luwu Timur membangun Simtanas (Sistem 
Informasi Pertanahan Nasional), termasuk di dalamnya membangun 
infrastruktur dan system layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. 
3.1. Keadaan Geografis 
3.1.1 Letak dan Luas Wilayah 
Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai hasil 
pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara.  Secara definitif Kabupaten Luwu 
Timur terbentuk  pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri 
pada tanggal 3 Maret 2003. 
Posisi Kabupaten Luwu Timur yang terletak antara 2o  03’ 00’’ -  3 o 
03’ 25’’ LS dan 119o  28’ 56’’ -  121 o 47’ 27’’ BT, yang beribukota di Malili 
memberikan kesan geografis tersendiri karena wilayah ini yang persis 
berada di “pangkal kedua kaki dan paha” Pulau Sulawesi. 
Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Poso – Provinsi Sulawesi 
tengah di bagian Utara, Kabupaten Morowali – Provinsi Sulawesi Tengah 




Provinsi Sulawesi Tenggara serta hamparan laut Teluk Bone di bagian 
selatan, dan kabupaten Luwu Utara –Provinsi Sulawesi Selatan di 
sebelah barat. 
Kedudukannya yang berada pada “jalur lintas” trans Sulawesi dan 
“wilayah perbatasan” seperti ini, sesungguhnya membawa peluang dan 
tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industry dan perdagangan 
strategis di masa depan. Posisinya yang berada di relung pesisir Teluk 
Bone, dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat distribusi 
dan akomodasi barang dan jasa, dengan membuka aksesbilitas dan 
mengembangkan kerjasama fungsional dengan wilayah-wilayah sekitar, 
terutama dengan daerah-daerah yang memiliki bahan baku dan komoditi 
ekonomis karena sumber daya alam yang tersedia pada daerah dan 
wilayah tersebut. 
Kabupaten Luwu Timur terletak antara antara 2o  03’ 00’’ -  3 o 03’ 
25’’ LS dan 119o  28’ 56’’ -  121 o 47’ 27’’ BT. Luas wilayah seluruhnya 
adalah 6.944,88 km2 dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 
kecamatan, 99 Desa atau Kelurahan. Adapun batas-batas wilayahnya 
sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Propinsi 
Sulawesi Tengah 





c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kendari dan Kabupaten 
Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara 
Propinsi Sulawesi Selatan. 
TABEL 3.1 
LUAS WILAYAH BERDASARKAN JUMLAH DESA/KELURAHAN 
No. Kecamatan Desa/Kelurahan Luas(km2) 
1 Burau 14 256,23 
2 Wotu 10 130,52 
3 Tomoni Timur 12 168,09 
4 Tomoni 7 105,91 
5 Kalaena 5 41,98 
6 Mangkutana 8 1.300,96 
7 Angkona 8 147,24 
8 Malili 13 921,20 
9 Nuha 5 808,27 
10 Towuti 11 1.820,46 
11 Wasuponda 6 1.244,00 
Sumber : Luwu Timur dalam Angka 2013 
3.1.2 Keadaan Alam dan Iklim 
Kedudukannya yang berada pada “jalur lintas” trans Sulawesi dan 
“wilayah perbatasan” seperti ini, sesungguhnya membawa peluang dan 
tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industry dan perdagangan 
strategis di masa depan. Posisinya yang berada di relung pesisir Teluk 




dan akomodasi barang dan jasa, dengan membuka aksesbilitas dan 
mengembangkan kerjasama fungsional dengan wilayah-wilayah sekitar, 
teru7tama dengan daerah-daerah yang memiliki bahan baku dan komoditi 
ekonomis karena sumber daya alam yang tersedia pada daerah dan 
wilayah tersebut. 
Kesadaran terhadap ruang geografis dengan keunggulan tersebut, 
kemudian dapat melahirkan rancangan dan gagasan konsepsional guna 
menjadikan daerah kabupaten Luwu Timur sebagai “motor penggerak” 
ekonomi regional bagi pengembangan wilayah-wilayah disekitarnya, 
seterusnya bisa meraih kemanfaatan kerjasama wilayah, serta 
mengembangkan pola ekonomi yang saling menguntungkan dan saling 
menghidupi (symbiose mutualism) dengan daerah-daerah lain yang 
berada pada satu kawasan. 
Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km2 atau 
sekitar 10,82 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada 
diketinggian 0 – 1.230 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan 
berkisar  antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yag 
cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten 
Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis 
komoditas pertanian. 
Jika melihat struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 




disebut oleh banyak kalangan sebagai daera “tiga dimensi”.Selain dari 
julukan itu, karena keunikan keberadaan 3 danau besar pada bagian 
timur wilayahnya, kabupaten ini juga disebut sebagai “negeri tiga danau”. 
Danau yang dimaksud yaitu danau Towuti (luasnya 56.670 Ha)y, Danau 
Matano (luasnya 16.350 Ha), dan Danau Mahalona (luasnya 2.348) yang 
cukup potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit 
listrik, dan kegiatan pariwisata. Disamping  itu juga terdapat 2 (dua) buah 
telaga, yaitu Tapareng masapi (luasnya 234 Ha), dan Lontoa (luasnya  
172 Ha). 
Di bidang Pemerintahan, juga masih nampak berbagai kelemahan. 
Sarana dan Prasarana perkantoran belum tersedia secara memadai, 
sumber daya manusia (SDM) aparat masih relative terbatas baik dari segi 
jumlah maupun kualitas, manajemen pemerintahan belum optimal, 
anggaran pemerintahan  masih relatif minim, pemberian pelayanan 
kepada masyarakat belum maksimal, dan seterusnya. Namun kondisi ini 
sesungguhnya dapat dipahami mengingat bahwa kabupaten Luwu Timur 
merupakan kabupaten baru (terbentuk tahun 2003, pemekaran dari 
kabupeten Luwu Timur). 
3.2. Keadaan Demografi 
3.2.1 Jumlah Penduduk 
Dalam Paradigma baru, tujuan pembangunan nasional adalah 
mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan 




tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subjek dari 
pembangunan.Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang 
sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah 
dengan berbagai masalah social yang ditimbulkan. 
Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat 
diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bias menjadi 
beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan 
kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah 
bersangkutan, demikian pula bagi Kabupaten Luwu Timur. 
Penduduk merupakan aspek  penting dalam berbagai indikator 
pembangunan karena  selain sebagai subjek juga  sebagai objek dalam 
menentukan keberhasilan pembangunan.  Perkembangan jumlah 
penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan umur dan peran 
masyarakat  dalammengendalikan laju pertumbuhan penduduk dapat 










Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin 


























































JUMLAH 125.076 116.977 242.053 
Sumber : Luwu Timur Dalam Angka 2013 
Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur (kondisi Desember  2009) 
berdasarkan estimasi hasil sensus penduduk 2000 mencapai jumlah 
242.053 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 56.068 rumah 
tangga, Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah 
Kecamatan Malili sebesar 31.775 jiwa. 
Kepadatan penduduk tahun 2009 di Luwu Timur masih kecil, hanya 
35 jiwa/ km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tomoni 




laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis 
kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 106,92 yang artinya 
setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki. 
3.2.2 Transmigrasi 
Kabupaten Luwu Tiimur merupakan salah satu daerah penempatan 
transmigrasi di provinsi Sulawesi Selatan.Ada tiga UPT di Kabupaten 
Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I, UPT Malili SP II dan 
UPT Mahalona.Para transmigran yang ada di tiga UPT tersebut berasal 
dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Yogyakarta, NTB/Bali, Ambon, Poso, Luwu Utara/Timur, maupun Timor-
Timur.Ketiga UPT tersebut ditempati oleh 970 KK atau 4.661 jiwa. 
 
3.2.3 Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya pembangunan 
jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus berubah sesuai dengan 
keadaan demografi. Hasil survey ketenagakerjaan (Sakernas) tahun 2009 
mencatat jumlah penduduk usia kerja mencapai lebih dari 144 ribu orang. 
Lebih dari 96 ribu orang angkatan kerja dan lebih dari 48 ribu orang 
bukan angkatan kerja.Dari angkatan kerja tersebut terdiri dari 64.468 laki-
laki dan 32.004 perempuan.Terdapat sebanyak 85.895 orang yang 





Sedangkan kategori bukan angkatan kerja berdasarkan Sakernas 
2007 terdapat sekitar lebih dari 48 ribu orang.Lebih dari 12 ribu orang 
bersekolah.29 ribuan orang mengurus rumah tangga, dan 6 ribuan orang 
kategori lainnya. 
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan 
jumlah angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja. 
TPAK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi 
penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2009 TPAK 
Kabupaten Luwu Timur sebesar 66,59 yang berarti dari 100 penduduk 
usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdapat 66 penduduk yang tergolong 
sebagai angkatan kerja. 
Tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah 
penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja sedangkan tingkat 
penganggur merupakan perbandingan jumlah penduduk yang tidak 
bekerja dan sedang mencvari kerja dengan angkatan kerja. Di Kabupaten 
Luwu Timur tingkat kesempatan kerja mencapai 89,04 persen sedangkan 
tingkat pengangguran mencapai 10,96 persen. 
Pada tahun 2009, sektor pertanian yang merupakan sektor paling 
dominan bagi perekonomian Luwu Timur, menyerap tenaga kerja 
sebanyak 59,47 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Luwu Timur. 
Sedangkan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah sektor 




3.2.4 Mata Pencarian 
Penduduk Luwu Timur sebagian besar menggantungkan hidup dari 
usaha pertanian. Hasil Survei Tenaga Kerja Daerah tahun 2002 
menunjukkan, sektor pertanian menyerap 70,37 persen dari total 62.289 
tenaga kerja. Tanah dan cuaca Luwu Timur memang sangat cocok untuk 
usaha pertanian dan perkebunan.Di Kecamatan Mangkutana misalnya, 
saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Utara, kecamatan ini 
merupakan produsen padi terbesar kabupaten itu. Tahun 2001 padi dari 
kecamatan ini member kontribusi sebesar 13,62 persen dari total 
produksi padi di Luwu Utara. 
Selain padi, tanaman palawijaya dan buah-buahan juga banyak 
ditanam di daerah ini. Tanaman jagung terluas di Kecamatan Burau 
mencapai 1.067 hektar, kedelai di Kecamatan Malili seluas 30 hektar, dan 
tanaman buah-buahan, seperti pisang, jeruk, dan durian. 
Kelapa sawit menjadi andalan kabupaten ini.Lahan perkebunan 
terdapt di Kecamatan Burau, Tomoni, dan Wotu.Selain perkebunan 
rakyat, kelapa sawit juga dikelola perkebunan besar swasta nasional dan 
perkebunan Negara yang terbagi dalam perkebunan inti dan plasma. 
Perkebunan kelapa sawit milik rakyat tersebar di Kecamatan 
Mangkutana, Angkona, Malili, Tomoni,, Burau, dan Wotu. 
Meski dibeberapa desa terutama di desa-desa yang berada 




tembus hingga kesana, secara umum infrastruktur jalan dan transportasi 
bisa dibilang cukup memadai.Semua potensi hasil pertanian dan 
perkebunan Luwu Timur di masa mendatang bisa menjadi andalan utama 
jika cadangan nikel di perut bumi tak lagi bisa diandalkan.Apalagi melihat 
PDRB Luwu Timur apabila tanpa sektor pertambangan, kontribusi sektor 
pertanian menjadi yang utama dan sumbangannya bisa mencapai 84 
persen. 
Jumlah tenaga kerja di sektor ini menurut Survei penduduk tahun 
2005 menjadi yang terbesar, khususnya pertanian tanaman pangan 
(34,04 persen) dan perkebunan (25,9 persen). Pengembangan sektor 
pertanian kearah agro industry dan agro wisata agaknya bisa menjadi 
pertimbangan sejak sekarang. 
Potensi lain yang juga bisa dikembangkan adalah sektor pariwisata. 
Di wilayah Luwu Timur terdapat tiga danau yang potensial sebagai obyek 
wisata alam. Selain Danau Matano, dua danau lainnya adalah Danau 
Towuti dan Danau Mahalona, yang semuanya masih asli. Obyek wisata 
alam lainnya berupa padang perburuan Matano di Kecamatan Nuha dan 
air terjun Salu Anoang di Kecamatan Mangkutana. 
3.2.5 Pendidikan 
Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber 
daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam 




sendirinya akan menguasai perekonomian di dunia. Dalam kaitan ini, 
salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM 
adalah pendidikan.Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk 
meningkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya 
keberhasilan pembangunan. 
Pasalnya, pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat pada akses 
penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar 
(guru/produsen), kelengkapan literature (buku-buku) dan sarana 
penunjang pendidikan lainnya.Hanya saja, segala bentuk upaya 
peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendali.Sarana 
pendidikan seperti bangunan fisik (gedung sekolah) yang ideal tentunya 
merupakan dambaan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat 
menikmatinya. 
Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD 
selama tahun 2009/2010 pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah 
menyediakan 97 unit Taman Kanak-Kanak, 146 unit Sekolah Dasar, 29 








3.3. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 
3.3.1 Visi Kabupaten Luwu Timur 
Visi dari Kabupaten Luwu Timur adalah “Keberlanjutan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public di Kabupaten Luwu 
Timur menuju kabupaten agro industri tahun 2015”. 
3.3.2 Misi Kabupaten Luwu Timur 
Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi  
pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun ke depan 
adalah : 
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dan 
pelayanan publik yang sebaik-baiknya. 
2. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia di 
daerah untuk dapat menjadi handal, berdayaguna, berhasilguna 
untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi dalam kemajuan 
daerah 
3. Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar tetap 
harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan 
masyarakat yang lebih maju dan bermartabat dalam kesesuaian 
tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan agama 
4. Melanjutkan momentum dan meningkatkan kualitas pembangunan 
daerah dengan memperluas aksesibilitasdan meningkatkan daya 




perekonomian nasionaldan internasional, melalui industrialisasi 
perdesaan dan agroindustri. 
 
3.4. Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur 
Badan pertanahan nasional terbentuk sesuai dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 26 Tahun 1988, pada tahun 
2006 diadakan perubahan struktur baik di BPN Pusat, Kanwil, maupun  
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan 
fungsi  badan pertanahan nasional di daerah maka berdasarkan 
Keputusan  Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 dibentuklah 
Kantor Pertanahan pada tingkat kota dan kabupaten. 
KantorPertanahan Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi 
vertical badan pertanahan nasionalkota atau kabupaten yang berada 
dibawah tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.Dimana mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN yang bersangkutan 
yang dipimpin oleh seorang kepala. 
 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kantor Pertanahan Kab. Luwu 
Timur   




Menjadi lembaga yang peduli dan unggul dalam pelayanan 
pertanahan yang mengarah terhadap terdaftarnya seluruh bidang 
tanah di Kabupaten Luwu Timur. 
 Misi Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur 
1. Melaksanakan kebijakan nasional dibidang pertanahan sesuai 
hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk 
meminimalkan timbulnya permasalahan dibidang pertanahan. 
2. Terlaksananya kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran dan 
berkualitas kaitannya dengan penguasaan pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 
3. Meningkatkan penanganan serta penyelesaian sengketa, konflik 
dan perkara pertanahan. 
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanahan 
yang professional. 
 
 Motto Pelayanan PegawaiKantor Pertanahan Kab. Luwu Timur 
Satukan Tekad Tiada Hari Tanpa Penyerahan Sertipikat. 
Motto pelayanan masyarakat  “Menjangkau Yang Tidak 
Terjangkau”. Janji layanan “Mewujudkan Yang Dipikirkan Rakyat” 
Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pertanahan nasional 




1. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam 
rangka pelaksanaan tugas pertanahan. 
2. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi dibidang pertanahan 
3. Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar, 
pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, 
pemetaan tematik, dan survey potensi tanah. 
4. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi 
tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau 
kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu 
5. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, 
pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan 
administrasi tanah asset pemerintah. 
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah 
Negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi 
dan pemberdayaan masyarakat. 
7. Penanganan konflik, sengketa dan perkara tanah.  
8. Pengkordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.  
9. Pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional 
(SIMTANAS) 
10. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada 
masyarakat, pemerintah dan swasta. 
11. Pengkoordinasian, penelitian, dan pengembangan.  





13. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, 
sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan 
pertanahan 
 Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur 
a. Berdasarkan golongan : 
 Golongan IV : 1orang 
 Golongan III : 16orang 
 Golongan II :   3 orang 
 Golongan I :1 orang 
 
b. Berdasarkan sub bagian dan seksi : 
 Tata usaha : 4 orang 
 Survey, pengukuran dan pemetaan : 6 orang 
 Hak tanah dan pendaftaran hak : 7 orang 
 Pengaturan dan penataan pertanahan : 1 orang 
 Pengendalian dan pemberdayaan : 2 orang  
 Sengketa konflik dan perkara : 1 orang  
 Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur 
Dalam Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur untuk 
mengoptimalkan pelayanan maka dia lakukan dengan sistem loket, 
adapun loket-loket tersebut adalah : 
 Loket 1 : Informasi Pelayanan 
 Loket 2 : Berkas penerimaan permohonan  




 Kegiatan Pengukuran 
 Pengembalian Batas 
 Kutipan SU  
 2.B Pelayanan : 
 Konversi atau Pengakuan 
 Pemberian Hak 
 Peningkatan Hak  
 2.C Pelayanan :  
 Pendaftaran SK 
 Peningkatan hak RSS  
 Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan 
 Penggantian Sertipikat  
 2.D Pelayanan :  
 Pengecekan Sertipikat 
 SKPT  
 2.E Pelayanan :  
 Peralihan Hak 
 Roya 
 Pemasangan Hak Tanggungan  
 Loket 3  
 Pelayanan Administrasi Pembayaran/Keuangan  
 Loket 4  





 Struktur Organisasi  
Sesuai dengan peraturan KBPN No: 4 tahun 2006 maka 
dirancang struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh 
seorang kepala kantor yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Pertanahan Nasional. 
 Kepala kantor pertanahan Kabupaten Luwu Timur, membawahi :  
 Kepala sub bagian tata usaha, membawahi :  
 Kepala urusan umum dan kepegawaian 
 Kepala urusan perencanaan dan keuangan  
 Kepala seksi survey, pengukuran dan pemetaan, membawahi:  
 Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan 
 Kepala sub seksi tematik dan potensi tanah  
 Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, membawahi:  
 Kepala sub seksi penetapan hak tanah 
 Kepala sub seksi pengaturan tanah pemerintah 
 Kepala sub seksi pendaftaran hak 
 Kepala sub seksi peralihan, pembebanan hak dan PPAT  
 Kepala seksi pengaturan dan penetaan pertanahan, 
membawahi:  
 Kepala sub seksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu  
 Kepala sub seksi landreform dan konsolidasi tanah  




 Kepala sub seksi pengendalian pertanahan 
 Kepala sub seksi pemberdayaan masyarakat  
 Kepala seksi sengketa, konflik dan perkara, membawahi : 
 Kepala sub seksi perkara pertanahan 
 Kepala sub seksi sengketa dan konflik pertanahan 
Sementara berbicara masalah jumlah sertifikat hak atas tanah yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mencatat 
bahwa pada tahun 2012 adalah 2.601 sertifikat. Dimana jumlah ini hanya 
terdiri atas 3 dari 4 macam hak atas tanah yaitu hak milik sebanyak 2.449 
sertifikat, hak guna bangunan sebanyak 1 sertifikat dan hak pakai 
sebanyak 151 sertifikat. Kecamatan Malili adalah satu satunya 
kecamatan yang diterbitkan sertifikat hak guna bangunan.Jenis sertifikat 
hak milik paling banyak diterbitkan dari kecamatan Burau yaitu 747 
sertifikat, diikuti kecamatan Tomoni 530 sertifikat.Sedangkan Kecamatan 
Kalaena pada tahun 2012 tidak ada sertifikat hak milik yang 
diterbitkan.Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Table.3.3 
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Selama Tahun 
2013 di Kab. Luwu Timur 
 
No Kecamatan 
Hak Atas Tanah 
Jumlah Hak 
Milik 






1 2 3 4 5 6 7 




2 Wotu 109 0 0 5 114 
3 Tomoni 530 0 0 4 534 
4 Tomoni Timur 1 0 0 14 15 
5 Angkona 30 0 0 10 40 
6 Malili 344 1 0 26 371 
7 Towuti 285 0 0 19 304 
8 Nuha 20 0 0 23 43 
9 Wasuponda 110 0 0 9 119 
10 Mangkutana 273 0 0 21 294 
11 Kalaena 0 0 0 6 6 
Jumlah 2449 1 0 151 2601 
Sumber: Luwu Timur Dalam Angka 2013 
3.5  Profil Pelaksanaan Larasita di Kabupaten Luwu Timur 
Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI yang 
merupakan terobosan baru dibidang palayanan pertanahan dimana basic 
dari program larasita ialah pelayanan dengan system jemput bola sebagai 
upaya dari reformasi agraria. Hal ini disebabkan karena dari data statistic 
yang terdapat dalam database pertanahan dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pendaftaran sertipikasi untuk desa-desa yang letaknya jauh dari 
Kantor Pertanahan relatif sangat rendah dibandingkan dengan desa-desa 
yang letaknya lebih dekat dengan Kantor Pertanahan.Hal ini 
menyebabkan masyarakat yang tempat tinggalnya di desa-desa yang 
letaknya jauh dari Kantor Pertanahan merasa sulit datang ke Kantor 
Pertanahan untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran 
atas bidang-bidang tanahnyakarena faktor jarak dan biaya 
transportasi. Kondisi ini juga menimbulkan kecenderungan bahwa 




pengurusan pendaftaran sertipikasi tanah sehingga menimbulkan biaya 
pendaftaran sertipikat yang lebih mahal. 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 19 
mei 2011 barulah dimulai pelaksannan dari pada kebijkan program 
larasita di Kabupaten Luwu Timur. Dimana program larasita di Kabupaten 
Luwu Timur merupakan tugas dan tanggungjawab dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur sendiri bertindak langsung sebagai Pembina dari 
pelaksanaan kebijakan program Larasita. Sedangkan posisi ketua dan 
sekretaris Larasita dibawah tanggung jawab Kasubag Tata Usaha dan 
Kaur Umum dan Kepegawaian. Anggota tim Larasita berjumlah 18 orang 
dengan posisi di kantor sebagai Kepala Sub Seksi (Kasubsi) dan 
pelaksana di lapangan berjumlah empat orang dengan posisi di kantor 
sebagai staf. Penyusunan Tim pelaksana Larasita dikukuhkan dengan 
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Tmur dan 
diperbaharui setiap awal tahun dengan posisi petugas bisa berubah 
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kepegawaian di kantor. Penilaian 
terhadap pelaksana program dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tingkat 
pendidikan dan latar belakang pendidikan, serta pelatihan. 
Pembagian tugas dan tanggungjawab dalam sebuah kelompok kerja 
penting dilaksanakan untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan 
sebuah program. Terdapat pembagian tugas yang tetap dalam 




mengalami pergantian posisi sesuai keperluan dan kebutuhan dan 
menyesuaikan pula dengan posisi mereka dalam struktur organisasi 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dikarenakan terdapat 
standar minimal antara golongan pegawai, jabatan pada kantor dan 
kebutuhan di lapangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Ketentuan 
penyusunan dari pada tim Larasita dari tingkat pusat hingga ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan yang tercantum pada 
Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI 
(sesuai dengan lampiran 1). Namun yang perlu diperhatikan yaitu 
susunan Tim Larasita di Kabupaten Luwu Timur yaitu, sebagai berikut : 
susunan Tim Larasita Kabupaten Luwu Timur terdiri atas Pembina,  
Ketua, Sekretaris, Anggota dan Pelaksana dengan rincian tugas sebagai 
berikut : 
1. Pembina Larasita, yaitu Kepala KantorPertanahanKabupaten 
Luwu Timur, Tugasnya adalah : 
a. Melakukan pembinaan dan arahan pelaksanaan  kegiatan Larasita. 
b. Melakukan monitoring pelaksanaan Larasita 
 
2. Ketua Tim Larasita, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
Tugasnya adalah : 





b. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada didalam 
penyelenggaraan Larasita. 
c. Memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada anggota 
dan pelaksana Larasita. 
d. Didalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
 
3. Sekretaris Larasita, yaitu Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 
Tugasnya adalah : 
a. Mengkoordinasikanpersiapan kegiatan Larasita bersama anggota dan 
pelaksana Larasita. 
b. Memberikan saran dan usulan dalam pengadaan barang-barang 
kebutuhan penyelenggaraan Larasita. 
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan kepada anggota dan 
pelaksana Larasita. 
d. Menggandakan dan menyampaikan jadwal kegiatan Larasita yang 
telah disusun oleh anggota pelaksana setiap bulan. 
 
4. Anggota, yaitu seluruh pejabat eselon IV dan V yang  terdiri  dari  
seluruh  Kepala  Seksi  dan  Kepala Sub Seksi. Tugasnya adalah : 
a. Memberikan usulan penunjukan lokasi kegiatan Larasita ditingkat 
desa/kelurahan. 
b. Memberikan pengarahan teknis yang berkaitan dengan prosedur 




c. Memberikan usulan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran 
informasi pelaksanaan kegiatan Larasita. 
d. Menyiapkan dan menyusun jadwal kegiatan pelayanan Larasita setiap 
bulan. 
e. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan Larasita. 
f. Memonitor perkembangan dan kemajuan kegiatan Larasita. 
g. Menyusun evaluasi kegiatan Larasita secara rutin. 
 
5. Pelaksana Larasita, yaitu Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. Tugasnya adalah : 
a. Melaksanakan kegiatan Larasita sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 
b. Menyiapkan kendaraan dan peralatan teknologi informasi untuk 
kegiatan Larasita. 
c. Menyiapkan koneksi jaringan sistem aplikasi pelayanan pertanahan 
dengan server Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dan 
lainnya yang berkaitan dengan sistem aplikasi pelayanan (jika 
dianggap perlu). 
d. Menerima berkas-berkas permohonan pensertifikatan di mobil 
Larasita dengan teliti dan cermat. 
e. Menerima biaya pendaftaran pensertifikatan tanah di mobil Larasita 
dan menyerahkan kepada bendahara penerima Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 





g. Menyerahkan produk pelayanan / sertifikat tanah. 
h. Melaporkan kepada Ketua tentang hasil pelaksanaan kegiatan 
Larasita pada hari berikutnya. 
Selanjutnya, pelaksanaan Larasita di lapangan terdiri atas empat 
orang, dengan masing-masing spesifikasi terdiri dari : 
1. Sopir merangkap teknisi mobil 1 orang 
2. Operator entry data permohonan 1 orang 
3. Pembantu bendahara penerima 1 orang 
4. Pemeriksa berkas permohonan merangkap  Operator penyerahan 
produk 1 orang 
5. Dalam pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh manajer pelayanan dari 
salah satu pejabat eselon V secara bergiliran sesuai jadwal yang 
ditetapkan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan Larasita, maka di 
Kantor Pertanahan tetap dibutuhkan peran sistem administrator 
(tekstual dan spasial). 
Melihat itu semua masih banyak hambatan yang dihadapi oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.Hambatan yang ditemui 
dalam mengimplemtasikan program Larasita di Kabupaten Luwu Timur ini 
adalah terutama dari ketersedian jaringan komunikasi dan kualitas 
Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten 




1. Jaringan komunikasi yang digunakan dalam kendaraan LARASITA 
adalah menggunakan jaringan GSM (GPRS/3G/HSDPA sesuai 
dengan ketersedian pada lokasi di jaringan tersebut) sehingga kualitas 
komunikasi sangat mempengaruhi kecepatan komunikasi data dan 
dapat mengakibatkan memperlambat kinerja aplikasi bahkan sesekali 
sama sekali tidak terjangkau jaringan. Kendala ini diatasi dengan 
menyiapkan aplikasi pelayanan secara off-line atau yang selama ini 
sering dilakuakn yaitu pelayanan (pengimputan data) secara manual, 
sehingga layanan pertanahan tetap dapat dilakukan secara optimal. 
 
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang tidak memadai sehingga tim 
larasita di Kabupaten Luwu Timur sangat minim. Disamping itu 
kendala berikutnya terkait pemahaman sumber daya manusia di BPN 
dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih dalam 
level awarness (rendah), kendala tersebut dapat diatasi 
denganmelakukan pelatihan teknis secara terus menerus dan 
berkesinambungan. 
Dengan demikian secara umum pelaksanaan dari pada kebijakan 
program larasita di Kabupaten Luwu Timur belum bisa dikatakan berhasil 
secara penuh karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-




























IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa implementasi dari 
sebuah kebijakan bukan saja sekedar perberlakuan atau penerapan 
semata, melainkan bagaimana kebijakan itu dapat berhasil, atau bukan 
sekedar output tetapi dapat memberikan outcome. Untuk itu, sebagai alat 
untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan yang diterapkan 
tersebut, maka kita perlu mengetahui sejauh mana bentuk 
pelaksanaannya. Setelah itu kita dapat juga melihat faktor-faktor yang 
berpengaruh selama penerapan kebijakan tersebut barlangsung di 
masyarakat. Dari situlah kita bisa mengukur sejauh mana kebijakan itu 
berhasil ataukah sebaliknya yaitu tidak berhasil diterapkan di tempat 
tersebut. 
Maka beranjak dari situlah, penulis akan memberikan gambaran 
terkait dengan pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan program larasita di Kab. Luwu Timur dalam bentuk pembahasan 
yang ditunjang dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. 
4.1. Pelaksanaan Program Kebijakan Larasita di Kab. Luwu Timur 
Pelaksanaan kebijakan program larasita di Kab Luwu Timur, dapat 
dilihat dengan membandingkan antara sasaran kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dengan penerima manfaat kebijakan. 




manfaat yang baik bagi masyarakat penerima kebijakan maka kebijakan 
tersebut dianggap berhasil. Sebaliknya, apabila masyarakat menganggap 
bahwa program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak cukup efektif 
maka kebijakan tersebut dianggap gagal. 
Sebelum penulis jauh menjelaskan mengenai pelaksanaan 
kebijakan program Larasita di Kab Luwu Timur, ada baiknya kita harus 
mengetahui proses-proses yang dilakukan oleh para implementor dalam 
melaksanakan kebijkan program larasita di Kab Luwu Timur. Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja ada tahap-tahap dalam 
pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan kebijakan program Larasita yaitu 
dimulai dari sosialisasi, proses pelaksanaan sampai dengan 
dikeluarkannya produk layanan berupa sertifikat hak milik atas tanah 
melalui program larasita di Kab Luwu Timur. 
a. Tahap Sosialisasi 
Sosialisasi merupakan proses belajar kebudayaan dari anggota 
masyarakat dan hubungannya dengan sistem sosial. Charlotte Buhler 
mengemukakan bahwa sosialisasi adalah proses yang membantu 
individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara 
hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar dapat berperan 
dan berfungsi dalam kelompoknya69. Menurut Cangara, sosialisasi adalah 
menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang 
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bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota 
masyarakat secara efektif70. 
Dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat luas, maka 
dibutuhkan komunikasi yang tepat. Terkait masalah sosialisasi Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur telah malakukan beberapa cara 
dalam mensosialisasikan Program Larasita di wilayahnya, namun perlu 
juga digaris bawahi bahwa selama ini dari hasil pengamatan yang 
dilakukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi yang 
selama ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur lakukan yaitu 
sosialisasi dalam bentuk paket dari beberapa program artinya dalam satu 
kali sosialisasi pihak pertanahan tidak serta merta hanya melakukan 
sosialisasi tentang program larasita saja tatapi mengikutkan program-
program lain seperti prona. Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk mengenalkan 
program Larasita kepada masyarakat di wilayahnya yaitu dengan cara : 
1. Sosialisasi Dengan Komunikasi Langsung 
Komunikasi langsung adalah bentuk dari komunikasi dengan cara 
tatap muka (face to face) antara komunikator dengan komunikan, dalam 
proses ini yang disebut komunikator adalah Tim Pelaksana Larasita 
sedangkan komunikannya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu 
Timur. Bentuk kegiatan sosialisasi langsung sebagai berikut : 
a. Seminar 
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Tim Larasita Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk pada 
pertengahan Mei 2011 yang lalu melakukan kegiatan semacam seminar 
di dalam maupun luar kabupaten. Seminar tersebut antara lain 
Pelatihan Larasita untuk Kantor Pertanahan Se-wilayah Luwu Raya, 
undangan seminar dari Kanwi BPN Sulsel, undangan dari instansi lain 
dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan dari Bupati Luwu Timur. 
Perlu untuk diketahui bahwa dari hasil keterangan yang diperolah 
penulis menunjukkan bahwa kegiatan seminar ini hanya dilakukan pada 
awal-awal diperkenalkannya program larasita kepada para 
impelementor yang nantinya akan turun dilapangan. 
b. Penyuluhan 
Langkah yang kedua yang implementor lakukan dalam 
memperkenalkan kebijakan program larasita kepada masyarakat yaitu 
dengan cara penyuluhan langsung. Penyuluhan sendiri dilakukan 
melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan di tingkat Kabupaten dengan 
sasaran Camat dan Kepala desa. Tahap kedua adalah penyuluhan dari 
Camat atau Kepala Desa langsung kepada masyarakat. Penyuluhan 
dilakukan di balai pertemuan kecamatan, balai desa ataupun di Masjid. 
Pada tahap penyuluhan inilah masyarakat akan diperkenalkan 
mengenai program larasita dan bagaimana cara-cara yang dilakukan 
dalam melayani masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat hak 
milik atas tanah. Namun, dari hasil penelitian dan wawancara langsung 
yang dilakukan penulis dengan impementor sebagai objek penelitian 




program larasita di Wilayah Kab Luwu Timur tidak pernah dilakukan 
tersendiri mengenai larasita namun diikutkan dengan program Kantor 
Pertanahan Kab Luwu Timur yang lain seperti prona. Berikut 
merupakan kutipan hasil wawancara yang telah penulis lakukan. 
…memang selama ini telah banyak cara yang kita lakukan 
dalam mensosialisasikan program larasita di wilayah kerja kami, 
tapi salama ini kami itu melakukannnya dengan cara 
mengikutkannya dalam kegiatan sosialisasi program kami yang 
lain seperti prona dan lain sebagainya71. 
Dari pernyataan tersebut, maka penulis dapat melihat bahwa 
salama ini dari segi penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kantor 
Pertanahan Kab Luwu Timur kepada masyarakat masih sangat minim, 
hal ini disebabkan karena masyarakat boleh saja bingung dalam 
membedakan program-program yang dikeluarkan oleh pihak kantor 
pertanahan terkait masalah pelayanan di bidang pertanahan. Maka dari 
itu perlu kiranya penataan system penyuluhan terkait masalah 
penerapan kebijakan program larasita di Kab Luwu Timur. 
2. Sosialisasi Dengan Komunikasi Tidak Langsung 
Komunikasi tidak langsung adalah bentuk dari kegiatan kampanye 
dengan memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu 
media massa. Berkaitan dengan keutamaan berbagai  jenis media 
massa, Atkin dan Arkin sebagaimana yang dikutip Pfau dan Parrot 
(1993), menyatakan bahwa radio merupakan media yang utama dalam 
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hal kecepatan menyiarkan pesan dalam bentuk berita, televisi memiliki 
ruang lingkup yang lebih luas dari pada radio dan merupakan media 
massa yang paling dipercaya publik serta memiliki kemampuan tinggi 
dalam mempengaruhi publik. Harian umum berfungsi untuk 
menyediakan informasi secara detail. Dan akhirnya, buku menyediakan 
cara yang lebih formal dalam pendokumentasian dan cara pandang. 
Komunikator sering memanfaatkan semua media tersebut untuk 
menyampaikan sasaran yang dibidik72. 
Bentuk kegiatan komunikasi tidak langsung yang pernah dan 
sementara diselenggarakan oleh Tim Larasita Kabupaten Luwu Timur 
antara lain : 
a) Pembagian leaflet/brosur 
Tim Larasita Kabupaten Luwu Timur membuat beberapa versi 
brosur Larasita yang ditempatkan di Loket Informasi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, brosur juga 
dibagikan pada saat melakukan pelayanan keliling ke kecamatan-
kecamatan lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur, sosialisasi 
kepada masyarakat maupun saat diundang dalam seminar. 
Sebagimana contoh leaflet atau brosul dapat dilihat pada bagian 
lampiran. 
b) Iklan Berjalan 
Maksud dari iklan berjalan adalah penggunaan logo dan gambar 
yang identik dengan Larasita pada mobil Larasita. Sehingga saat 
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mobil ini melaju di jalan raya sudah merupakan salah satu bentuk 
sosialisasi kepada masyarakat. 
Bentuk-bentuk komunikasi dalam sosialisasi program Larasita di 
Kabupaten Luwu Timur antara lain: komunikasi antar person dilakukan 
antara komunikator dalam hal ini implementor dari kebijkan program 
larasita di Kabupaten Luwu Timur dengan peserta penyuluhan secara 
langsung. Komunikasi kelompok dilakukan pada saat sosialisasi dalam 
bentuk seminar dan saat mendapat undangan dari instansi lain. 
Komunikasi melalui media massa dilakukan pada saat penanyangan 
Iklan Layanan Masyarakat serta advertorial di beberapa surat kabar 
lokal, spanduk, baliho dan penyebaran brosur kepada masyarakat. 
Meskipun kita tidak bisa pungkiri bersama bahwa dalam 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekuarangan di dalamnya. 
b. Prosedur Pelayanan Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah pada 
Program Larasita di Kabupaten Luwu Timur 
Tahap selanjutnya yang merupakan bagian utama dalam 
menganalisis pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita yaitu 
mengetahui pelaksanaan proses pelayanan dari pada program larasita di 
Kabupaten Luwu Timur. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai 
hal tersebut, maka perlu diketahui bahwa seyogyanya semua kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan idealnya harus dapat pula 




lapangan mungkin kurang mendukung. Oleh karena itu, Larasita 
melakukan layanan minimal atau fokus kegiatan sebagai berikut: 
1. Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. 
2. Melakukan penyuluhan serta sosialisasi informasi pertanahan dan 
kebijakan bidang pertanahan kepada masyarakat. 
3. Melayani masyarakat dimanapun mereka berada dan berinteraksi 
dalam kegiatan masyarakat di berbagai tingkatan seperti RT, RW, 
Kelurahan/desa dan kecamatan di seluruh wilayah kerjanya, terutama 
pada remote area atau wilayah yang jauh dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur. 
Selanjutnya, setelah kita mengetahui bersama mengenai fokus 
kegiatan larasita di Kabuapten Luwu Timur, maka kita harus tahu 
prosedur atau alur pelayanan ketika masyarakat hendak melakukan 
pengurusan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan prioritas dari penulis 
sebagai peneliti pada kebijakan program larasita di Kabupaten Luwu 
Timur. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka bagan alur 
prosedur pelayanan legalisasi aset masyarakat atau sertifikasi tanah 






















Dari bagan tersebut di atas sudah bisa dijelaskan alur dari 
pengurusan sertifikat melalui program larasita. Berikut Penjelasan dari 
Bagan Prosedur Sertifikasi Tanah Larasita di Kab Luwu Timur : 
1. Pengurusan berkas-berkas dan syarat-syarat di Kantor Desa atau 
Kelurahan dan Kecamatan, meliputi : 
a. Surat permohonan 
b. Identitas para pihak (fotokopi  KTP) dengan menunjukkan aslinya 
Pengurusan  surat  dan  berkas 
persyaratan  di  Kantor Desa atau 
kelurahan  dan kecamatan, 
meliputi: 
1. Surat permohonan 
2. Identitas  para  pemohon (KTP) 
3. Bukti–bukti tertulis : 
a. Pethuk,  letter  c,  girik, pipil 
b. Segel  (surat  bukti  jual beli 
tanah adat) 
c. Putusan pengadilan 
4. Pernyataan pemohon 
5. Nilai Jual Objek Pajak 
Pendaftaran  melalui  Larasita, 
meliputi : 
1. Pendaftaran di Loket / tempat 
yang disediakan oleh tim 
Larasita 
2. Pengisian daftar–daftar isian 
3. Pemeriksaan  ulang  oleh 
petugas pelaksana 
Pengumpulan  data  fisik  dan  data 
yuridis, meliputi : 
1. Pengukuran letak tanah 
2. Pengukuran batas tanah 
3. Pengukuran luas tanah 
4. Pengukuran luas bangun 
Pengumuman  data  fisik  dan data 
yuridis, melalui : 
Media  massa  seperti  media radio, 
serta melalui papan pengumuman 
yang ada di Kantor Desa/Kelurahan, 
Kecamatan, dan Kantor Pertanahan 
Pengesahan data fisik dan data 
yuridis, melalui : 
1. Berita acara pengesahan 
2. Adanya gugatan pengadilan 
Pembukuan hak, meliputi : 
1. Cek ulang perlengkapan peralatan 
2. Pengajuan sengketa ke pengadilan 
Penerbitan 
Sertifikat Tanah 











































































c. Bukti-bukti tertulis, antara lain : 
1) Pethuk, Letter C, Girik/Pipil 
2) Segel  (Surat  Bukti  Jual  Beli  Tanah  Adat)  atau  akta PPAT 
3) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
4) Bukti lain dengan disertai pernyataan yang bersangkutan dengan 
kesaksian dua orang penduduk setempat. Apabila surat bukti tidak 
ada dilampiran dengan : 
a) Pernyataan pemohon 
- Bahwa pengakuan pernyataan batas dan luas tanah yang 
bermaterai. 
- Bahwa penguasaan tanah telah dilakukan dengan itikad baik. 
- Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena 
itu diakui dan dibenarkan oleh masyarakat desa yang 
bersangkutan. 
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa. 
- Bahwa pernyataan yang dibuat adalah sesuai kenyataan, 
karenanya bersedia dituntut atas keterangan-keterangan yang 
tidak benar. 
b) Keterangan Kades atau Lurah dengan saksi dua orang penduduk 
setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut. 
5) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) tahun terakhir. 
2. Pendaftaran melalui Larasita, meliputi : 




Setelah berkas-berkas terkumpulkan maka diserahkan ke petugas  
Larasita melalui Loket atau tempat yang telah disiapkan oleh Tim 
Larasita yang tiru di Kecamatan (Petugas Entry Data Permohonan / 
EDP). Petugas menerima dokumen permohonan kemudian 
melakukan input data secara manual mengingat ketersediaan jaringan 
Wi-fi yang terbatas. Dokumen akan diperiksa kelengkapan dan 
kebenaran data atau berkas permohonan yang dibawa pemohon. Jika 
data atau berkas permohonan sudah benar dan lengkap, dilanjutkan 
dengan pencetakan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat 
Perintah Setor (SPS) yang nantinya di tindaklanjuti di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Jika data belum benar atau 
lengkap dilakukan pencetakan surat penolakan dan menyerahkan 
semua dokumen ke pemohon. 
b. Pengisian Daftar-daftar Isian 
1) Daftar isian 1 yang merupakan daftar permohonan pekerjaan 
pendaftaran tanah. Berkas permohonan yang masuk menjadi 
beban Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk 
menerbitkan sertifikat. 
2) Daftar isian 2 yang merupakan daftar permohonan pekerjaan 
pengukuran tanah. 
3) Pemeriksaan ulang oleh petugas pelaksana subseksi (Manajer 
Pelayanan Larasita) dan pemeriksaan data dalam database milik 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 




a. Pengukuran letak tanah 
b. Pengukuran batas tanah 
c. Pengukuran luas tanah 
d. Pengukuranluas bangunan 
Dalam hal ini proses pengukurannya dilakukan oleh petugas 
pelaksana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan 
jadwal yang disepakati bersama. 
4. Pengumuman data fisik dan data yuridis 
Pengumuman dilakukan melalui media massa yang antara lain meliputi 
media elektronik seperti radio lokal, disamping itu dilakukan juga 
pengumuman melalui papan [pengumumna yang tersedia di Kantor 
Desa/Kelurahan dan Kantor Kecamatan di Wilayah Kabupaten Luwu 
Timur. Hal ini bertujuan apabila ada pihak yang berkeberatan dengan 
diterbitkannya sertifikat tanah dan waktu pengumumannya adalah 60 
hari. 
5. Pengesahan data fisik dan data yuridis 
Setelah waktu pengumuman selesai, data fisik dan data yuridis 
disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 
dengan menggunakan Berita Acara Pengesahan, sedangkan apabila 
muncul adanya gugatan, maka proses pembuatan sertifikat ditunda 
untuk sementara waktu sampai ada putusan dari pengadilan. 
6. Pembukuan Hak 
Dalam tahap ini dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh mulai 




masalah-masalah yang ditimbulkan. Sertifikat tanah tidak akan 
diterbitkan apabila masih menemui adanya kendala-kendala yang 
meliputi antara lain sengketa tanah, jual beli tanah dan kekeliruan 
pengukuran. 
7. Penerbitan Sertifikat Tanah 
Setelah semua prosedur kerja selesai, hasil terakhir adalah penerbitan 
sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak bersangkutan sesuai 
dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang 
telah terdaftar dalam buku tanah. Selain itu, sertifikat tanah merupakan 
salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dengan 
sampul khusus yang diatur perundang-undangan. Dalam hal ini surat 
ukur dari hasil pengukuran yang memuat data fisik dijilid menjadi satu 
dengan salinan buku tanah kemudian diajukan ke Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan penandatanganan. 
Apabila Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani 
permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal, maka 
penandatanganan buku tanah dan sertifikat tanah dilimpahkan 
kewenangannya kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
Tanah. 
Dari penjelasan yang begitu panjang mengenai prosedur daripada 
pengurusan sertifikat hak atas tanah yang dilakuakan melelui kebijakan 




Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ex BPN RI) yang diteruskan 
pada tataran tingkat Kabupaten yang merupakan pelaksana dari kebijkan 
ini jelas bahwa adanya kesungguhan. Namun dibalik itu semua dari hasil 
penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis menyatakan 
bahwa masih banyak kelemahan didalam pelaksanaan program larasita 
di Kabupaten Luwu Timur, seperti proses pengimputan data yang masih 
secara manual yang mana hal ini disebabkan karena keterbatasan 
jaringan wi-fi sehingga konektifitas dari lapangan ke Kantor Pertanhana 
Kabupaten Luwu Timur terhambat. 
Dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pelsakana dari 
pada kebijakan program larasita di Kabupaten Luwu Timur sehingga 
peminat dari program larasita mengalami penurunan dari tahun ketahun. 
Hal ini dibuktikan dari hasil perolehan data jumlah permohonan sertifikat 
hak atas tanah yang masuk melalui program larasita dari tahun 2011 
sampai dengan 2013. 
Berikut merupakan data jumlah permohonan pengurusan sertifikat 
hak atas tanah melalui program larasita di Kabupaten Luwu Timur73: 
Tabel 4.1 




2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 
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1 Burau 0 0 0 0 
2 Wotu 1 0 0 1 
3 Tomoni 30 3 48 71 
4 Tomoni Timur 44 7 4 55 
5 Angkona 3 0 0 3 
6 Malili 0 0 0 0 
7 Towuti 0 0 0 0 
8 Nuha 0 0 0 0 
9 Wasuponda 30 15 72 117 
10 Mangkutana 12 4 0 16 
11 Kalaena 0 0 0 0 
Jumlah 120 29 124 273 
Sumber: Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur 
Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013 perkembangan Larasita masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh 
Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur secara keseluruhan ( sesuai data 
pada BAB III ). Dimana daerah yang selama ini dijadikan sebagai daerah 
prioritas pelaksanaan program yaitu sebanyak empat kecamatan di 
wilayah Kab. Luwu Timur yang terdiri dari Kecamatan Tomoni dengan 
luas wilayah 230,09 km2, kecamatan yang terletak di sebelah barat 
ibukota Kab Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan 
Mangkutana di sebelah utara, Kecamatan Tomoni Timur adalah salah 
satu kecamatan di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Wotu dan Burau dan di sebelah barat berbatasan dengan 




berstatus desa definitif. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni 
sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. karena ke-
enambelas desanya merupakan daerah datar dan 3 desanya adalah 
daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit. Kecamatan Wasuponda 
adalah kecamatan ketiga dengan luas terbesar di Kabupaten Luwu Timur, 
dengan luas wilayah 1.244 km2 atau sekitar 17,91 persen dari luas 
wilayah Luwu Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah utara ibukota 
Kabupaten Luwu Timur ini, di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi 
Sulawesi Tengah. Kecamatan Wasuponda terdiri dari 6 desa/kelurahan 
yang seluruhnya berstatus desa definitif. Secara topografi wilayah 
Kecamatan Wasuponda juga merupakan daerah berbukit-bukit. Dan yang 
terakhir Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 970,08 km2, kecamatan 
yang terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur ini 
berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, 
Kecamatan Angkona dan Nuha sebelah timur, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Tomoni dan di sebelah barat berbatasan 
dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mangkutana terdiri dari 8 
desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif. Alasan 
menjadikan keempat kecamatan ini sebagai daerah prioritas yaitu dari sisi 
jumlah sertifikat yang dikeluarkan yang masih sedikit dibandingkan 
dengan tujuh kecamatan lainnya, berikutnya yaitu alasan letak geografis 
keempat kecamatan ini yang terbilang jauh dari pusat-pusat 




yang tidak memadai yang mana alasan ini akan lebih lanjut dijelaskan 
pada bagian berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan. Melihat perkembangannya yang boleh dikatakan masih jauh 
dari kata berhasil, ini dapat dilihat dari data pengguna Larasita tersebut 
dimana terdapat ketimpangan pengguna Larasita di beberapa kecamatan 
masih minim pengguna kebijakan, bahkan banyak kecamatan yang sama 
sekali tidak terjangkau program Larasita. Program ini memang 
merupakan program baru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang 
merupakan inovasi dalam pelayanan publik sehingga dalam 
perkembangannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang 
manfaat dari program Larasita. Program Larasita yang menjadi andalan 
pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat masalah yang 
sering muncul yaitu surat yang tidak lengkap saat ingin mendaftar. 
Program Larasita semakin terhambat karena sebagian besar warga 
yang ingin mengurus tidak membawa surat yang lengkap khususnya 
surat keterangan dari kelurahan menyangkut tanahnya. Ada saja 
kekurangannya saat mengurus di Larasita sehingga banyak dikeluhkan 
warga. Minimnya sertifikat yang diterbitkan melalui Larasita juga 
disebabkan karena kurangnya dalam mensosialisasikan program tersebut  
kepada masyarakat. Selain itu, dalam prakteknya pembiayaan yang 
ditanggulangi masyarakat sebagai pemilik lahan mengakibatkan pemilik 




sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan di lapangan menjadikan 
program andalan ini menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. 
Kabupaten Luwu Timur sendiri memiliki 11 kecamatan dan salah 
satunya adalah Kecamatan Wasuponda. Dimana Kecamatan Wasuponda 
sendiri merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai sasaran utama dari 
program Larasita di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini mendapatkan 
pengakuan dari pihak kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
Berikut kutipan wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan 
salah satu aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
…dari 11 (sebelas) kacamatan yang ada di wilayah Kabupaten 
Luwu Timur, yang kami jadikan sebagai kacamatan prioritas dari 
Kebijakan program Larasita yaitu Kecamatan Wasuponda, dimana 
pertimbangan kami mengambil kecamatan ini sebagai sasaran 
prioritas dari kebijakan program Larasita yaitu masih banyaknya 
warga yang memengang sertifikat Letter C, dan Pethok D. Lebih dari 
70% wilayah di Kecamatan Wasuponda yang belum bersertifikat 
secara resmi.74 
Berdasarkan hasil wawancara langsung tersebut diatas dapat 
dikatakan bahwa betul Kecamatan Wasuponda merupakan wilayah yang 
menjadi prioritas utama dari program larasita di Kabupaten Luwu Timur 
dimana juga di lihat dari tebel jumlah pengguna program Larasita 
Kabupaten Luwu Timur sebelumnya yang menunjukkan pada awal 
diterapkan atau dilaksanakannya program larasita menunjukkan jumlah 
yang signifikan. Namun, masih berdasarkan dengan tabel jumlah 
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pengguna program Larasita Kabupaten Luwu Timur terjadi penurunan 
pada tahun 2012. 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang mana telah 
menjelaskan secara panjang mengenai pelaksanaan dari program 
larasita mulai dari tahap sosialisasi sampai tahap proses pelaksanaan 
layanan pada program larasita sehingga diperolehlah hasil pelakasaan 
dengan melihat jumlah pengguna program Larasita Kabupaten Luwu 
Timur. Maka penulis sudah dapat menarik suatu benang merah tentang 
keberhasilan yang diraih dari pelaksanan program larasita di Kabupaten 
Luwu Timur. 
Namun, fakta lain yang terjadi dilapangan yaitu mengenai data 
jumlah luas wilayah yang telah berstatus memliki sertifikat itu tidak ada 
atau tudak memiliki data yang jelas. Hal ini menyebabkan penulis sebagai 
peneliti tidak dapat membandingkan antara jumlah luas tanah yang telah 
bersertifikat dengan jumlah luas wilayah yang belum bersertifikat. Pihak 
Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur sendiri mengklaim bahwa tidak 
adanya data yang jelas terkait persoalan tersebut disebabkan karena 
wilayah Kab. Luwu Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kab. Luwu 
sehingga data induk masih berada di Kantor Pertanahan Kab. Luwu. 
Bertumpu dengan apa yang terjadi selama proses pelaksanaan 
larasita serta data pendukung lainnya terkait fakta-fakta pertanahan di 




keberhasilan dari pelaksanaan program larasita di Kab. Luwu Timur 
dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Jones dimana 
masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, 
terlebih dari itu implementasi merupakan proses yang memerlukan 
tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interprestasi dan 
aplikasi75. Oleh sebab itu, maka penulis dalam penelitan ini mengambil 
ketiga aspek itu untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
kebijakan larasita di Kab. Luwu Timur. 
4.1.1 Aspek Organisasi 
Berbicara tentang aspek organisasi sama halnya kita berbicara 
tentang aspek kelembagaan, dimana dalam rangka mendekatkan 
pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi pelayanan kepada masyarakat 
dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut Larasita76. 
Tepatnya tanggal 19 Mei 2011 pelaksanaan  Larasita dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur dengan  sistem pelayanan yang 
bergerak  (mobile  service),  yang mendekatkan layanan pertanahan agar 
masyarakat  dapat  melakukan  pengurusan tanahnya dengan lebih 
mudah, lebih cepat, dan tanpa perantara. Penataan sumberdaya 
dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kab Luwu Timur. Berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan informan, dimana larasita sendiri mereka laksanakan baru 
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beberapa tahun terakhir ini dengan menempatkan empat orang staff pada 
unit yang bergerak dilapangan pada beberapa daerah atau wilayah yang 
kami jadikan sebagai prioritas kerja kami, tapi kita juga tidak bisa pungkiri 
yang namanya kendala dapat terjadi dilapangan77. 
 Namun kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara yang 
dibandingkan dengan hasil penelitian langsung yang dilakukan oleh 
penulis di lapangan, telah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 
dalam program Layanan rakyat untuk sertifikat tanah di Kabupaten Luwu 
Timur, belum berjalan sesuai dengan hakikat pelaksanaan program 
Larasita yang terkandung di dalam Peraturan yang mana menyatakan 
bahwa larasita dilaksnakan atas dasar pelayanan jemput bola78. 
Aparat Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur pada kenyataannya 
tidak langsung berhadapan melayani masyarakat pengguna layanan di 
Luar Kantor. Pelayanan di mobil Larasita On Line dengan server KKP di 
Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur, dan pelayanan pertanahan tidak 
dapat diselesaikan di mobil Larasita pada hari itu juga, ini disebabkan 
oleh beberapa aspek, maka berkasnya akan dibawa dan diselesaikan  
prosesnya  oleh  seksi-seksi teknis di Back Office Kantor Pertanahan Kab 
Luwu Timur untuk ditindaklanjuti, selanjutnya apabila telah selesai 
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produknya hanya akan diserahkan kembali kepada penerima pelayanan 
dalam hal ini masyarakat di Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur.  
Perintah atasan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kab luwu Timur. 
Berdasarkan hasil penelitan dan observasi yang penulis telah lakukan, 
diperoleh keterangan bahwa selama ini perintah atasan yang 
dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan 
tidak terjadwal, dan hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Pokok Agraria, yang menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat 
berkaitan dengan pemilikan tanah, oleh karena itu Kantor Pertanahan 
Kab Luwu timur harus membuat sebuah gagasan untuk mengubah cara 
kerja aparat dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada 
masyarakat khususnya dalam program Layanan rakyat untuk Sertifikat 
Tanah ( LARASITA ) ini. 
Program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah atau Larasita 
memang kuat di dalam misinya. Sebuah misi yang bertujuan membantu 
rakyat yang ingin membuat sertifikat atas tanah yang dimilikinya. 
Walaupun dalam beberapa kenyataannya di wilayah Kab Luwu Timur, 
program ini masih sangat sulit untuk diimplementasikan secara ideal oleh 




Sementara Implementasi Program LARASITA di Kab Luwu Timur, 
dapat juga dilihat dengan membandingkan antara sasaran kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dengan penerima manfaat kebijakan. 
Artinya, apabila isi kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan 
manfaat yang baik bagi masyarakat penerima kebijakan maka kebijakan 
tersebut dianggap berhasil dan Sebaliknya, apabila Masyarakat 
mengangap bahwa program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak 
cukup efektif maka kebijakan tersebut dianggap gagal. 
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan 
Van Horn79, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja 
implementasi, yakni : 
a) Standar dan Sasaran kebijakan 
b) Sumber Daya 
c) Komunikasi antar organisasi 
d) Karakteristik agen pelaksana 
e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 
f) Disposisi implementor 
Namun hanya sedikit Lokasi yang telah dijangkau oleh aparat  
pemerintah dalam program Larasita, meskipun dari hasil wawancara yang 
dilakukan melalui informan, pada kenyataannya proses pembuatan 
sertifikat tidak dapat diselesaikan di lapangan oleh program Larasita di 
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Kab Luwu Timur. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan 
aparat Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur: 
...selama ini, dalam melaksanakan sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat terkait dengan program larasita di wiayah kerja 
kami, sosialisasi tentang larasita dipaketkan dengan sosialisasi 
prona yang kami adakan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan80. 
Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan 
bahwa selama ini program Larasita hanya diikutkan pada program lain 
dalam proses sosialisasinya, yang sementara ini juga diterapkan di Kab 
Luwu Timur. 
Artinya realisasi yang selama ini impelmentor lakukan hanya 
sebatas menjemput berkas yang dikumpulkan di kecamatan, dan hal ini 
membuktikan bahwa masih jauhnya pelaksanaan prosedur dari program 
larasita yang sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku. Dimana 
prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kab Luwu Timur dibuat dan 
dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan, diperoleh keterangan bahwa prosedur operasi standar dibuat 
sesuai dengan PerKa BPN No.18 Tahun 2009.  
Prosedur ini dibuat dalam rangka menerapkan tugas pokok dan 
fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
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pertanahan untuk perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang 
secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia bagi masyarakat. Kemudian Prosedur operasi standar ini juga 
dibuat dalam rangka pengembangan pola pelaksanaan yang memberikan 
keadilan bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan pertanahan, 
mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkatkan cakupan 
wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin pengurusan 
pertanahan tanpa perantara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. 
Selain itu, penulis juga mendapatkan informasi dari aparat Kantor 
pertanahan yang memberikan keterangan bahwa kesatuan dibuat melalui 
komitmen “satukan pemahaman untuk satu kepastian”. Komitmen ini 
dibuat untuk melayani masyarakat, agar mengatasi masalah "ke-
tidakterjangkau-an" yang sesungguhnya, masalah-masalah pelayanan 
publik di bidang pertanahan yang ditemukan oleh adanya program 
Larasita pada Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur, meliputi aspek-aspek 
di luar aspek geografis. Melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya dalam 
mengatasi masalah tersebut diatas, ternyata hal-hal yang selama ini tidak 
terjangkau, mengenai perlunya konsolidasi internal maupun penyatuan 
persepsi atau pemahaman dalam memberikan pelayanan publik di bidang 
pertanahan, sehingga dapat terjangkau. Dalam penyatuan presepsi 




Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur, yaitu "Satukan Pemahaman Untuk 
Satu Kepastian". 
Slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau" dikaitkan 
dengan operasional Larasita tersebut, ternyata telah menimbulkan 
pemaknaan "ke-tidakterjangkau-an" yang sempit dari kalangan "Kontra 
Larasita". Hal ini disebabkan, bahwa kalangan "Kontra Larasita", hanya 
memaknai "ke-tidakterjangkau-an" itu dari sudut pandang aspek geografis 
saja, dimana faktor sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah 
seolah-olah menjadi kendala utama bagi kantor-kantor Pertanahan dalam 
memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, terutama dalam 
rangka percepatan pendaftaran bidang-bidang tanah oleh Kantor 
Pertanahan Kab Luwu Timur. Dari uraian tersebut, pemaknaan "ke-
tidakterjangkau-an" yang dimaksud dalam slogan "Larasita, Menjangkau 
Yang Tidak Terjangkau", yang diamanatkan Presiden RI, dapat semakin 
dipahami sebagai bahan kajian atau pertimbangan yang lebih dalam lagi, 
oleh para pelaksana program Larasita, Kepala Kantor Pertanahan 
beserta jajarannya, sehingga menjamin pelaksanaan Larasita dapat 
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. 
Pembatasan kewenangan juga terapkan dalam implementasi 
kebijakan program Larasita di Kab Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan 
wawancara dengan aparat Kantor Pertanahan Kab Luwu Timur yang 
menyatakan bahwa pembatasan dilakukan sesuai dengan arahan Kepala 




...dalam pelaksanaannya, berdasarkan dari aspek geografis 
,sarana dan prasarana kantor pertanahan Kabupaten Luwu Timur, 
program Larasita dilaksanakan beriringan dengan pelakasanaan 
program-progam pertanahan lainnya. Contohnya diikutkan dalam 
pelaksanaan sosialisasi Prona (Program Nasional) sekaligus 
mempromosikan program Larasita kepada masyarakat dalam waktu 
yang besamaan81. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip di atas, penulis 
membenarkan bahwa program Larasita di Kabupaten Luwu Timur tidak di 
lakasanakan secara khusus, baik dalam proses sosialisasinya, maupun 
prosesnya dalam melayani masyarakat di lapangan.  
Sementara itu, Masalah koordinasi merupakan suatu hal yang 
mutlak dilakukan, guna menyatukan persepsi atau pemahaman yang 
sama, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan kepada 
masyarakat. Koordinasi juga bisa dilakukan dalam rangka penyampaian 
program-program dan kebijakan pertanahan baik yang sifatnya nasional 
maupun yang khusus dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang pertanahan, 
sebaiknya harus ada satu persepsi atau pemahaman yang sama antara 
Kantor Pertanahan dengan institusi-institusi terkait, karena pelayanan 
pertanahan kepada masyarakat harus "satu garis lurus", agar masyarakat 
dapat memperoleh informasi yang sama, sehingga semua layanan 
pertanahan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan. 
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Selain itu, pengetahuan informasi yang ada pada aparat sudah 
memadai dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan salah satu aparat pelayanan kantor pertanahan, 
diperoleh keterangan bahwa: 
…“hal ini sudah ada, dimana pegawai Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur, terlebih dahulu harus mengetahui secara 
utuh dengan mengidentifikasi hal-hal atau masalah-masalah yang 
telah, sedang, dan akan dihadapi terkait dengan pelaksanaan 
Larasita di wilayah kerjanya, baik masalah itu dari internal sendiri 
(antar seksi teknis) maupun yang ada di luar Kantor Pertanahan 
(eksternal), dalam hal ini institusi-institusi yang terkait langsung atau 
tidak langsung dengan pelayanan publik di bidang pertanahan, 
termasuk masyarakat (publik) sebagai pengguna layanan”82. 
 
Selanjutnya para pelaksana Larasita di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur dan Kepala Kantor Pertanahan pada 
kewenangannya harus mempunyai gagasan-gagasan tertentu agar 
menemukan suatu formula atau rumusan pemecahan masalahnya. 
Dengan demikian, hal itu dapat menjamin pelaksanaan Larasita berjalan 
secara efektif dan berkesinambungan, sehingga keberadaan Larasita 
sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, 
terutama pada masyrakat yang tinggal di pelosok daerah Kabupaten 
Luwu Timur. 
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur ternyata tidak ada tekanan-
tekanan tertentu pada aparat dalam implementasi kebijakan Layanan 
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Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. 
Penulis mendapatkan informasi dari informan yang juga merupakan salah 
satu aparat pelaksana, memberikan keterangan bahwa mereka tetap 
berusaha agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur juga disukai oleh semua pihak. 
Adapun pihak yang selama ini mengkritik Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur adalah suatu hal yang wajar jika kehadiran Kebijakan 
Larasita BPN-RI, oleh kalangan "kontra larasita", semata-mata dianggap 
hanya untuk mengatasi masalah pelayanan pertanahan dari aspek 
geografis saja. Dimana dengan Larasita, masyarakat seharusnya 
memperoleh kemudahan dalam layanan pertanahan, karena masyarakat 
tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, 
melainkan cukup menunggu saja dirumah atau di lokasi-lokasi yang telah 
ditentukan tempat dan waktunya. Kemudian masyarakat pengguna 
layanan akan dilayani di mobil Larasita, baik mulai pendaftaran maupun 
sampai dengan penyerahan produknya. 
Akan tetapi pemaknaan "ke-tidakterjangkau-an", ternyata tidak 
sekedar hanya menjangkau masalah pelayanan pertanahan dari aspek 
geografis saja. Mungkin hal itu lebih dirasakan masalahanya bagi daerah-
daerah di tingkat pelosok, karena wilayahnya yang luas dengan jarak 
tempuh dari wilayah-wilayah pelosok ke Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur, sangatlah jauh dan belum seluruhnya sarana maupun 




bersusah-payah untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur, guna memperoleh layanan pertanahan, padahal belum tentu jenis 
layanan pertanahan yang diperlukan dapat diselesaikan pada hari itu 
juga, mengakibatkan si pengguna layanan harus kembali lagi datang ke 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dan tentunya itu menambah 
beban tersendiri bagi masyarakat. 
Perubahan belum banyak yang dapat dilakukan dalam implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten 
Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yang 
menyatakan bahwa: 
…hal ini dilakukan dengan mengembangkan IT yang ada, 
dimana hal ini sudah tersedia di dalam implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten 
Luwu Timur melalui teleconference one day one service. Namun 
pada kenyataannya tidak dapat didukung oleh penyediaan jaringan 
yang memadai pada hampir seluruh daerah-daerah yang sulit 
terjangkau di Kabupaten Luwu Timur  dan berbagai aspek lainnya 
yang tidak dapat mendukung pelayanan program Larasita di 
lapangan, sehingga penyelesaian pengurusan sertifikat tanah 
masyarakat harus di kembalikan ke kantor badan Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur untuk lebih ditindaklanjuti dan diproses 
hingga selesai83. 
Sedangkan Larasita adalah merupakan Kantor Pertanahan bergerak 
yang mendekatkan pelayanan agar masyarakat dapat melakukan 
pengurusan tanahnya agar lebih mudah, lebih cepat, dilakukan tanpa 
perantara, yang dilakukan dengan pelayanan one day mobile service, ini 
adalah proses yang tidak diberlakukan pada Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Luwu Timur yang mempersulit masyarakat karena 
mengharuskan datang ke Kantor BPN untuk melakukan pengurusan. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
Kabupaten Luwu Timur84, ternyata banyak pihak yang menyambut baik 
adanya mobil keliling tersebut, mereka juga tidak mempersoalkan 
pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas pertanahan yang pada 
dasarnya tidak menyelesaikan pelayanannya dilapangan mengingat 
keterbatasan-keterbatasan dari segi penyediaan sarana dan prasarana 
dan lokasi yang tidak dapat terjangkau jaringan dengan baik, namun 
sebagai masyarakat Luwu Timur, mereka juga dapat mentolerir 
pelaksanaan proses pengurusan surat tanah mereka. 
Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa aspek organisasi 
yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan 
bahwa organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur adalah tempat dimana kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur dijalankan secara bergerak namun tidak dapat dikatakan 
berhasil sesuai aturan yang berlaku. Organisasi implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen 
sifatnya. Tetapi dengan adanya perkembangan-perkembangan, 
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kompleksnya tugas-tugas, berubahnya tujuan, pergantian pimpinan, 
beralihnya kegiatan dan lain-lain, semuanya itu dapat menjadi faktor yang 
mendorong adanya perubahan-perubahan dalam stuktur organisasi 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. 
Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur sebagai 
proses yang memperhatikan dan meyoroti interaksi antar anggota 
organisasi itu, dimana sebagai suatu proses organisasi implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur cukup dinamis daripada hanya sebagai wadah. 
Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur sebagai suatu 
proses yang menimbulkan pendapat adanya dua macam hubungan 
dalam organisasi yaitu: hubungan formal dan hubungan informal. 
Hubungan formal nampak pada tata hubungan implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur yang berupa susunan tata kerja beserta segala 
tugas kewajiban daripada organisasi implementasi kebijakan Layanan 
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur 
sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentukan organisasi 
Larasita. Hubungan informal nampak pada tingkah laku dan tindakan 




Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dalam hubungan 
pribadi mereka, baik antara atasan dan bawahan maupun hubungan 
hubungan pribadi anggota di tingkat bawahan, tata hubungan ini tidak 
dapat ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi. Segi formal 
daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang rasional. Segi 
informal daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang irasional 
dan emosional, yaitu erat hubungannya dengan perasaan. Keinginan 
serta hasrat daipada masing-masing anggota singkatnya didasarkan 
pada tingkah laku pribadi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di kabupaten Luwu Timur. Apabila 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mengharapkan agar 
organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dapat memperoleh hasil yang 
baik dan lancar jalannya maka kedua segi tersebut di atas yaitu segi 
formal dan informal haruslah mendapatkan perhatian yang wajar. 
Untuk menentukan segi atau hubungan segi formal ataukah informal 
yang harus lebih banyak dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur, di dalam 
organisasi masih berlaku bahwa semakin berhasil kelompok pimpinan 
membina suatu organisasi, semakin menonjol pula hubungan yang 
bersifat informal meskipun hubungan-hubungan yang bersifat formal tidak 




Mengingat hal ini memang tidak mudah dalam implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur, masing-masing kelompok Larasita haruslah 
konsisten dengan sifat-sifat organisasi yang dipimpinnya, watak para 
anggotanya, dan menemukan keseimbangan antara atasan dan bawahan 
sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia yang oleh para teoritikus 
organisasi pada dewasa ini lebih banyak ditonjolkan. Dalam hubungan ini, 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur harus mengarah bagi usaha-usaha 
ke arah memberikan perhatian yang besar untuk mengadakan balancing 
(keseimbangan) yang harmonis antara kedua segi itu dengan 
mengadakan sintesa antara keduanya. 
Dengan mengacu kepada pendapat Asep Kartiwa yang menyatakan 
bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial85, 
maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur ini sebenarnya merupakan 
tahapan yang dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan 
publik di bidang pertanahan. Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur tidak berhasil dan terwujud 
kalau tidak dilaksanakan dengan baik melalui organisasi yang baik. 
Usaha untuk melaksanakan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur itu membutuhkan keahlian 
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dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Dengan 
demikian kedudukan organisasi pelaksana sebagai birokrasi dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini sangat strategis. Jadi 
keberhasilan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) 
di Kabupaten luwu Timur sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten luwu Timur itu sendiri. Sementara itu pihak yang 
paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 
aparatur birokrasi dalam organisasi pelaksana di samping sistem yang 
melingkupinya. 
Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada 
pendapat Jones, bahwa di dalam organisasi dalam implementasi 
kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu 
memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar86, maka di dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur, sebenarnya pemimpin pelaksana 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur seharusnya memberikan perintah 
yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban 
tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tepat, serta dibatasi 
secara ketat oleh aturan-aturan pertanahan yang berhubungan dengan 
                                                          
86
 Jones, Charles O, 1994, Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada, 




sanksi, yang akan dikenakan bagi para pejabat implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya mengemukakan bahwa 
“the point is that implementation of policy may very depending on the 
particular stage of agency development” maka kegiatan implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur memerlukan organisasi yang mampu 
berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan 
program-program yang telah dirancang untuk kepentingan implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur. 
4.1.2. Aspek Interpretasi 
Isi dan tujuan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dipahami dengan 
baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan aparat Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa: 
…para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari upaya membangun 




dan culturalset atau budaya kerja dengan menghilangkan motto 
“kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”87 
Selain itu petunjuk pelaksanaan dalam implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur sudah jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur belum memaksimalkan fungsi mobil Layanan Rakyat untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita)88. Upaya itu sulit dilakukan mengingat 
ketersediaan dana dan prasarana yang tidak mendukung, padahal bila 
segala kekurangan dapat terpenuhi, maka perlengkapan pengurusan 
pelayanan dalam mobil Larasita adalah sarana yang memberikan layanan 
jemput bola kepada masyarakat. 
Mobil Larasita seharusnya dapat memulai melaksanakan layanan 
perdananya sejak pagi hari, untuk masyarakat pemohon pertanahan di 
wilayah itu. Masyarakat banyak juga yang tidak mengetahui fungsi mobil 
Larasita sebelum mendapat penjelasan dari petugasnya, jika tengah 
memberikan layanan terhadap masyarakat terkait sertipikat tanah, saat 
mengajukan permohonan pembuatan sertipikat di mobil Larasita dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
Mobil Larasita seharusnya tidak membuat repot dalam mengurus 
sertipikat tanah, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Apalagi dalam konteks tertentu 
pengurusan sertipikat di mobil Larasita seharusnya bisa selesai dalam 
sehari seperti mottonya One Day Service. Hal itu sangat membantu untuk 
mendapatkan sertipikat tanah yang banyak dibutuhkan secara mudah 
oleh masyarakat. 
Perkiraan sumber daya dilakukan dengan kurang tepat dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu timur. Penulis mendapatkan informasi dari 
seorang aparat pertanahan yang memberikan keterangan bahwa: 
 …”hal ini akhirnya kurang efektif dalam pelaksanaannya 
dikarenakan sumberdaya manusia yang juga tidak mencukupi pada 
kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, sehingga 
pelaksanaannya dilakukan hanya ada 4 (empat) atau sampai 3 (tiga) 
orang saja pada masing-masing bidang pelaksanaannya”89.  
Berdasarkan pernyataan narasumber, hal tersebut memperlihatkan 
bahwa dengan dilaksanakannya program Larasita melalui 4(empat) 
sampai 3 (tiga) orang ini berarti tidak memenuhi syarat perorganisasian 
sesuai peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa dalam proses 
pelaksanaannya, Larasita dilakukan oleh Tim Larasita yang di tetapkan 
oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan yang terdiri dari 7 orang Tim 
kendali pelaksanaan larasita dan paling sedikit 5 orang keanggotaan 
dalam Tim pelaksanaan Larasita90. Padahal bila dilaksanakan dengan 
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baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, hal inilah yang 
sangat didambakan oleh masyarakat, yang umumnya memiliki masalah-
masalah dari berbagai aspek, dan sesungguhnya Larasita adalah solusi 
dari masalah-masalah itu, sebagaimana makna yang terkandung dalam 
slogan Larasita. Selain itu, dengan pelaksanaan Larasita secara 
menyeluruh, dengan berbagai inovasinya, yang disesuaikan pada 
keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, tentu akan memberikan 
kontribusi positif bagi penilaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur, sehingga mendukung akuntabilitas pelayanan publik di 
bidang pertanahan melalui Kebijakan Larasita oleh BPN-RI. 
Aparat senantiasa berusaha teliti dan konsisten dalam implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 
masyarakat yang menyatakan bahwa: 
…”aparat sudah melakukan kegiatan operasional Larasita 
dengan menggunakan kendaraan mobil dan motor pada awal-awal 
tahun pertama, namun pengurusan hanya sampai pada pendataan 
identitas pemohon, pengukuran dan sosialisasi , karena mobil 
Larasita tidak dilengkapi seperangkat Teknologi Informasi (IT), yang 
dapat menghubungkan secara "on line" pelayanan pertanahan dari 
mobil Larasita dengan server KKP (Komputerisasi Kantor 
Pertanahan) dengan demikian warga masyarakat pengguna layanan 
masih perlu datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, 
tetapi secara konsisten cukup dilayani di lokasi masing-masing yang 
dikunjungi oleh mobil Larasita, sesuai jadwal kunjungan yang telah 
ditetapkan”91. 
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Selain itu, penyusunan prioritas tidak dilakukan dalam implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur diperoleh keterangan sebagai 
berikut: 
…tidak ada layanan prioritas, tetapi hanya sesuai dengan SOP 
yang ada saja. Hal tersebut dilakukan karena prioritas tidak 
dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur mengingat 
secara teknis, masyarakat ternyata juga memiliki kendala yang 
menyebabkan enggan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur, guna memperoleh layanan pertanahan92. 
Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, sebagian 
masyarakat juga masih ada yang ditengarai merasa kurang nyaman 
dengan hal-hal formal. Misalnya, untuk datang ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur harus dengan berpakaian rapih dan bersepatu, 
belum lagi harus memahami istilah-istilah formal di kantor, seperti: 
Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi, Peralihan Hak, Roya atau 
Hak Tanggungan dan lain-lain. Maka daripada itu Seharusnya dengan 
kehadiran Larasita, masyarakat dapat menggunakan layanan pertanahan 
dengan leluasa dan lepas dari hal-hal formal. Dengan Larasita, 
masyarakat juga dapat mengakses layanan pertanahan dengan nyaman 
meskipun mengenakan kaos/celana pendek dan sendal jepit. Lebih dari 
itu, masyarakat dapat leluasa dengan gaya dan bahasa yang dianut oleh 






budayanya, berkomunikasi dengan petugas Larasita tentang layanan-
layanan pertanahan. 
Sehingga dengan pelayanan yang mendekatkan langsung ke 
masyarakat, Petugas Larasita dapat melakukan pendampingan dan 
akses reform (penataan akses) untuk mencarikan solusi bagi masalah 
yang dihadapi masyarakat marginal maupun miskin tersebut. Petugas 
Kantor Pertanahan Kabupaten  Luwu Timur juga melakukan koordinasi 
dengan Bupati Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya (Camat selaku 
PPATS dan KADES/Lurah), untuk satu persepsi atau pemahaman dalam 
menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat marginal dan miskin di 
Kecamatan, sehingga mereka dapat memperoleh kemudahan dalam 
pengurusan sertipikat tanahnya. 
Selain itu masih terdapat juga sebagian masyarakat pedesaan dan 
kecamatan yang masih rendah pemahamannya mengenai arti pentingnya 
sertipikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah, yang 
menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya, serta dapat dijadikan 
sebagai jaminan pinjaman/permodalan (nilai ekonomis). Selain itu, 
terdapat juga sebagian masyarakat, yang enggan mendaftarkan tanahnya 
untuk disertipikatkan, karena mereka memang tidak begitu merasakan 
manfaat sertipikat tanah dan membandingkan antara manfaatnya dengan 




Melalui Petugas Larasita dilapangan, masyarakat dapat secara 
terus-menerus diberikan pencerahan dan informasi melalui 
sosiolisasi/penyuluhan langsung, mengenai arti pentingnya sertipikat 
tanah. Kepada masyarakat juga disampaikan hal-hal tentang kekuatan 
hukum dan keuntungan-keuntungan atas tanah bersertipikat dengan 
tanah yang belum bersertipikat, dengan demikian diharapkan hal itu 
dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan 
tanahnya. 
Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur memahami 
tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. Penulis 
mendapatkan informasi dari salah satu aparat kantor pertanahan yang 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
…dalam hal ini kami selaku petugas kantor pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur tetap memberi pelayanan dengan peralatan 
yang ada dan waktu yang sebelumnya telah disepakati, dan 
masyarakat juga terus menginformasikan kekurangan-kekurangan 
yang ada di lapangan sehingga koordinasi antara aparat petugas 
Kantor Pertanahan tetap terarah dalam proses pelaksanaannya93. 
Selain itu, Dukungan masyarakat juga sangat positif dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan salah satu masyarakat, diperoleh keterangan bahwa sertipikat ini 
telah didambakan dan diimpikan oleh masyarakat karena selama ini 
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mereka beranggapan bahwa pengurusan sertipikat mahal, lama dan 
berbelit-belit, berdasarkan informasi dari oknum yang tidak 
bertanggungjawab dan ini dibuktikan oleh Tim Larasita Kabupaten Luwu 
Timur dapat menyelesaikan dan menyerahkan Sertipikat namun 
dikarenakan hambatan-hambatan yang ada, penyelesaiannya tidak dapat 
tepat waktu melalui Larasita. Dengan penuh sukacita masyarakat masih 
memaklumi hambatan yang di alami aparat menyangkut ketersediaan 
jaringan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 
dan mengharapkan layanan semacam ini terus dapat dilanjutkan dan 
dibuat sebagaimana seharusnya.  
Sikap masyarakat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur menurut 
salah satu aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah 
sebenarnya sudah cukup puas. Penulis mendapatkan informasi dari 
informan yang memberikan keterangan bahwa pensertipikatan tanah 
merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diakses oleh sebagian 
masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada jauh di pelosok 
desa. Selain sulit karena jauh dari pusat layanan yang pasti memerlukan 
waktu dengan biaya yang tidak sedikit. Namun sekarang kondisi tersebut 
sedikit terbantukan, walaupun pengurusan sertifikat tanah  
dikoordinasikan oleh pihak kecamatan, namun penyelesaiannya tetap 
saja dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan 




program nasional “Larasita” oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
diberlakukan di Kabupaten Luwu Timur sejak  Tahun 2010 lalu, 
sebenarnya tidak banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini 
disebabkan manajemen dan sumberdaya yang kurang dan pihak 
pemerintah pusat yang tidak memahami karakter daerah di masing-
masing wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Luwu Timur, terutama 
pada penyediaan koneksi jaringan yang tidak tersedia di pelosok-pelosok 
desa dan lagi ketersediaan alat dan prasarana yang tidak cukup. Hal 
inilah yang membuat program Larasita tidak begitu berpengaruh untuk 
masyarakat yang ingin melakukan pengurusan sertifikat tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
Sehingga secara psikologis, ditemukan beberapa alasan mengapa 
masyarakat enggan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur, guna memperoleh layanan pertanahan, antara 
lain: 
1. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak 
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu berbelit-belit, 
sehingga mereka ketakutan jangan-jangan tanah mereka ternyata 
tidak bisa didaftar dengan sebab-sebab yang bahkan tidak diketahui 
secara jelas. 
2. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak 
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu mahal, sehingga 




3. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak 
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu lama, sehingga 
mereka ketakutan jangan-jangan persyaratan yang harus dipenuhi 
terlalu sulit. 
4. Masyarakat membayangkan petugas-petugas yang bakal 
dihadapinya, jangan-jangan petugas akan melempar persoalannya 
kesana-kemari atau di ping-pong. 
5. Ada juga sebagian masyarakat yang trauma, dikarenakan pernah 
tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana 
masyarakat telah menyerahkan bukti-bukti pemilikannya beserta 
biaya yang diperlukan namun ternyata sertipikatnya tak kunjung 
selesai, bahkan yang lebih mengenaskan lagi, berkas data-data 
kepemilikannya pun tidak kunjung kembali.  
Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hambatan 
psikologis akan dapat diatasi dengan penyebaran informasi yang akurat 
tentang pelayanan pertanahan. Selama ini, masyarakat hanya 
mendapatkan informasi tentang layanan pertanahan sampai pada level 
kedetilan tertentu, dimana level kedetilan yang lebih mendasar disimpan 
atau dibiaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan 
keberadaan Larasita, informasi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau 
sampai kedetilan yang terbatas saja, sekarang bisa diakses melalui 
program penyuluhan antar kecamatan desa, berkenaan dengan program 




hanya dapat dilaksanakan secara manual dikarenakan infrastruktur 
teknologi informasi dan komunikasi belum cukup tersedia khususnya 
pada wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sehingga, Setiap kegiatan dicatat 
dan dibukukan dengan daftar-daftar isian atau buku-buku lainnya yang 
berlaku. Khusus untuk kegiatan Legalisasi aset dan nomor berkas 
permohonan, untuk nantinya akan diberikan nomor sementara setelah 
permohonan dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. 
Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku94. 
Program nasional dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur  ini sudah lama dilaksanakan. Pada dasarnya Kebijakan Larasita 
dengan maksud untuk mendekatkan tugas layanan dan memberikan 
kemudahan serta percepatan pengurusan pertanahan kepada 
masyarakat benar-benar harus dimanfaatkan oleh masyarakat, 
khususnya bagi mereka yang berada jauh dari akses layanan biasa di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.  
Sumber daya yang ada di masyarakat dalam implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur tidak cukup mendukung Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yang 
menyatakan bahwa saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 
sangat kekurangan sumberdaya manusia, banyak yang menangani 
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pekerjaan di kantor maupun dilapangan dan program yang berbeda 
dengan larasita, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat di bagi tim 
karena keterbatasan aparat yang bertugas95. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, maka kurangnya sumberdaya manusia pada kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur dapat dikategorikan sebagai salah satu kendala 
dalam proses kegiatan dan pelaksanaan program Larasita di kabupaten 
Luwu Timur. 
Sedangkan, bagi masyarakat yang keadaan fisiknya baik (normal), 
tentu tidak mempunyai masalah yang berarti untuk memperoleh layanan 
pertanahan di Kantor Pertanahan statis. Sebaliknya bagi masyarakat 
tertentu yang memiliki kekurangan secara fisik, seperti penderita stroke, 
tuna-netra, penderita authise, dll.), hal itu menjadi masalah. Mereka 
enggan (malu) untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur dalam mengurus hak kepemilikan tanahnya, padahal sejatinya 
mereka juga berhak memperoleh layanan pertanahan. Kegiatan Larasita 
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, menemukan fakta 
dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat yang 
mengalami cacat fisik (tidak normal) tersebut. Sehingga informasi kepada 
masyarakat Kabupaten Luwu Timur seharusnya dapat dilakukan lebih 
luas lagi, dan semua daerah bisa dijangkau dalam pendaftaran tanah, 
khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat yang 
dianggap termajinalkan. 
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Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek interpretasi 
yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan 
bahwa interpretasi belum cukup dilakukan oleh aparat implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya berfungsi sebagai implementor 
kebijakan Larasita, dimana aparatur ini tidak memiliki wewenang untuk 
memerintah. Karena itu patut dipahami tujuan utama hadirnya aparatur 
pelaksana kebijakan Larasita dalam organisasi berkaitan dengan tujuan 
Larasita itu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Mengembangkan 
perencanaan organisasi, tujuan ini diperlihatkan dalam: Usaha 
memberikan kegairahan dan kepuasan kerja yang lebih dan pantas 
kepada para aparatur pelaksana kebijakan Larasita, Usaha untuk 
menjamin kesatuan sambil menghindarkan pertentangan, Usaha 
menyebarkan wewenang dengan lebih rasionil. (2) Mengembangkan 
pelaksanaan kebijakan. Usaha ini dapat melalui berbagai cara 
diantaranya melalui: Saling menghargai dan kerjasama dengan para 
pelaksana dengan menekan keinginan untuk menguasai mereka, 
Mengembangkan diri aparatur pelaksana kebijakan Larasita, 
Mengusahakan penerimaan yang terbaik oleh pelaksana. (3) 
Mengembangkan perencanaan administrasi sebagai tujuan aparatur 
pelaksana kebijakan Larasita dapat diartikan dengan usaha-usaha untuk: 
Menetapkan kembali pengaruh pelaksana kebijakan Larasita terhadap 
bawahannya, Memperbaiki kembali antar hubungan para aparatur 




bahwa peranan aparatur pelaksana kebijakan Larasita adalah melayani 
dengan nasehat-nasehat dan mendorong tenaga-tenaga pelaksana, serta 
membantu pelaksana dalam memecahkan peresoalan-persoalan yang 
dihadapi pelaksana. 
Untuk menjalankan tugasnya maka pelaksana kebijakan Larasita 
memiliki syarat utama dari anggota aparatur pelaksana kebijakan 
Larasita. Syarat-syarat itu dapat dirumuskan seperti: (1) Aparatur 
pelaksana kebijakan Larasita harus selalu mengikuti peristiwa-peristiwa 
dalam pelaksanaan kebijakan Larasita secara keseluruhan dan harus 
memehami proses organisasi, meskipun pada kebanyakan hal keahlian 
aparatur pelaksana kebijakan Larasita itu terbatas untuk beberapa bidang 
saja. (2) Aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus menaruh minat 
dengan keinginan untuk melibatkan diri kepada setiap persoalan dengan 
cara menghayati proses pelaksana kebijakan Larasita. (3) Aparatur 
pelaksana kebijakan Larasita mesti memahami batas-batas wewenang 
yang diberikan organisasi kepadanya. (4) aparatur pelaksana kebijakan 
Larasita harus mengerti sejauh mana ia bertanggung jawab terhadp 
fungsinya. (5) Aparatur pelaksana kebijakan Larasita hendaknya dapat 
memahami segala seluk beluk yang bersangkutan dengan kemanusiaan, 
dan mengenal fungsi dan relasi-relasi personil. (6) Aparatur pelaksana 
kebijakan Larasita harus senantiasa mengadakan studi yang teratur 
tentang setiap perkembangan dalam bidang pelaksana kebijakan 




meluangkan waktu untuk mempelajari keahliannya baik melalui 
perkembangan literatur yang mutakhir, maupun hasil diskusi dan 
penelitian yang pernah diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur. 
Dengan mengacu kepada pendapat Saefullah (2007:46), maka 
penulis menganalisis bahwa hal penting dalam implementasi kebijakan 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu 
Timur adalah: (a) harus berorentasi pada kepentingan umum, (b) 
dipahami oleh aparatur implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di kabupaten Luwu Timur yang 
melaksanakannya, (c) diterima oleh masyarakat Kabupaten Luwu timur 
yang menjadi sasaran implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita). Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur merupakan dasar untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPN dalam 
penyelenggaraan tugasnya. Sebagai pemegang mandat, setiap kebijakan 
yang dikeluarkan BPN harus berorientasi pada kepentingan umum. Oleh 
karena itu implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur harus didasarkan pada dunia 
nyata yang berkembang dalam kehidupan masyarakat umum. Selain itu 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu timur semestinya dapat memberikan 




kemungkinan yang dihadapi sehingga dapat mempersiapkan 
antisipasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di kabupaten Luwu Timur akan 
bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tetapi yang 
terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dan penerimaan dengan penuh 
kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan 
demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat 
pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur dengan masyarakat sasaran. 
Saling pengertian ini merupakan realisasi dari keterikatan antara 
implementor kebijakan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur sebagai pemegang 
mandat dengan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. 
Selanjutnya penulis mengacu kepada pendapat Charles O. Jones 
menyatakan bahwa interpretation are the translation of program language 
(often contaned in a statute) into acceptable and feasible plans and 
directives96, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur interpretasi 
para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana kebijakan yang 
menafsirkan agar kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
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(Larasita) di kabupaten Luwu Timur menjadi rencana dan pengarahan 
yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang 
ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan 
yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau 
lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan implementasi 
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di 
Kabupaten Luwu Timur dari kebijakan BPN yang telah ditentukan. 
Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabpaten Luwu Timur semakin lebih jelas dan luas, dimana 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur itu merupakan proses yang 
memerlukan tindakan-tindakan sistematis. 
4.1.3. Aspek Aplikasi 
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu timur diarahkan kepada pedoman 
program yang ada pada Peraturan Kepala BPN RI No.18 tahun 2009 
tentang Larasita. Penulis mendapatkan informasi dari informan yang 
memberikan keterangan bahwa dengan pedoman program yang ada 
berarti mencermati slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak 
Terjangkau", secara harfiah sudah jelas dapat dimengerti maksud dan 
tujuannya, bahwa dengan pelaksanaan Larasita diharapkan dapat 




dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah tercapai, terambil, 
terbeli, terbayar. Dari definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
makna "ke-tidakterjangkau-an" dalam slogan "Larasita, Menjangkau 
Yang Tidak Terjangkau, adalah segala sesuatu yang semula tidak 
terjangkau namun dengan upaya tertentu, kelak hal itu menjadi dapat 
terjangkau. Dalam konteks peningkatan pelayanan publik di bidang 
pertanahan, upaya tertentu dimaksud oleh Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia antara lain dengan mengembangkan pola 
pengelolaan pertanahan yang mendekatkan layanan pertanahan 
kepada masyarakat, melalui Larasita. Beberapa peraturan yang 
dijadikan landasan dalam Implementasi Kebijakan Program Layanan 
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur 
adalah:  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 




2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Badan Pertanahan Nasional; 
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;  
Berangkat dari pemaparan diatas, maka ukuran keberhasilan dalam 
pelaksanaan Larasita, adalah bagaimana pelaksanaannya dapat 
menemukan makna "ke-tidakterjangkau-an" dalam slogan "Larasita, 
Menjangkau Yang Tidak Terjangkau", dengan perkataan lain bahwa tolak 
ukur dari ke-tidak berhasilan pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur tidak sepenuhnya didasarkan secara kuantitatif, 
akan tetapi lebih secara kualitatif, yaitu sejauh mana pelaksanaan 
Larasita itu dapat menemukan pemaknaan yang sesungguhnya dari "ke-
tidakterjangkauan-an" itu sendiri. Jenis pelayanan pertanahan Larasita 
umumnya sama saja dengan layanan pertanahan biasa. Hanya saja, 
yang terjadi untuk penyelesaian layananan untuk sertifikat tanah 
mengharuskan pemohon datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten 




pelayanannya dari lapangan dan kemudian dilanjutkan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Larasita seharusnya sama dengan 
Kantor Pertanahan bergerak (mobile office). 
Pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di Kabupaten Luwu Timur bersifat pasif. Hal ini sesuai dengan 
wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa. 
…dalam hal kunjungan Larasita ke masyarakat dapat diubah 
jadwalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dan 
aparat hanya melakukan pengukuran saja , selebihnya proses 
pengurusan sertifikat tanah akan di lanjutkan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur97. 
Kompromi mengenai hal-hal tertentu sering dilakukan dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah 
(Larasita) di kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan informan, diperoleh keterangan bahwa. 
…memang dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur, banyak 
temuan di lapangan yang terkait dengan Kebijakan Larasita ini 
ternyata masih tidak mudah, namun pihak aparat dan masyarakat 
masih dapat kompromi, megingat keterbatasan penyedia pelayanan 
yang tidak dapat dengan mudah terpenuhi98. 
Kebijakan Larasita sebetulnya sangat baik dalam konsep yang 
hendak dicapai dan sangat tepat untuk mendukung usaha 
mensejahterakan rakyat Kabupaten Luwu Timur saat ini, apalagi saat ini 
masih banyak tanah rakyat Kabupaten Luwu Timur yang belum 
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disertifikasi. Masyarakat Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi 
kesulitan untuk mendapatkan sertipikat tanah miliknya dengan cara yang 
mudah dan murah. Lemahnya implementasi di lapangan ini 
sesungguhnya bisa diartikan ada kesenjangan yang tajam antara visi 
pimpinan dan pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk 
Sertipikat Tanah (Larasita) di lapangan. 
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur tidak memperhatikan 
efektivitas. Penulis mendapatkan informasi dari informan yang 
memberikan keterangan bahwa: 
…ke-tidakefektivisan implementasi kebijakan Layanan Rakyat 
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur terkait 
dengan kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu 
Timur. Selain jumlah armada mobil yang dimilik untuk layanan 
Larasita hanya 1 (satu) unit maka kami berharap ada pihak yang 
mendukung layanan itu khusunya Pemerintah Kabupaten Luwu 
Timur. Kami berharap ada dukungan ini dengan membantu guna 
mengadakaan mobil tersebut. Semakin banyak warga melakukan 
proses permohonan pertanahan akan meningkatkan pendapatan 
bagi Pemerintah Kabupaten Luwu timur99. 
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur juga berusaha 
memperhatikan efisiensi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 
informan yang menyatakan bahwa: 
…implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur memang masih terkesan 
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adanya pemborosan anggaran negara terkait tidak berjalan dengan 
baiknya Kebijakan Larasita. Misalnya, adanya mobil Larasita yang 
sudah dibeli dengan anggaran negara, namun belum bisa berfungsi 
seperti yang diharapkan100. 
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat 
Tanah (Larasita) di Kabupaten Luwu Timur memperhatikan objektivitas. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilanjutkan dengan penelitian secara 
deskriptif, maka penulis dapat memberikan gambaran bahwa penetapan 
atau pelaksanaan kebjakan Larasita di Kabupaten Luwu Timur yang 
cuma mengaplikasikannya pada satu kecamatan itupun masih jauh dari 
konsep utama dari kebijakan Larasita yang sesuai dengan peraturan atau 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan 
Pertanahan Nasioanal. 
4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Program Larasita di Kab.Luwu Timur 
Sebagaimana yang telah lebih dulu penulis jelaskan pada bagian 
pembahasan sebelumnya yang secara garis besar menyatakan bahwa 
pelaksanaan dari pada kebijkan program Larasita di Kabupaten Luwu 
Timur yang boleh dikatakan sama sekali tidak berjalan sesuai dengan 
tuntutan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Kepala 
BPN RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Larasita BPN RI, yang mana secara 
garis besar mensyaratkan bahwa program Larasita merupakan model 
layanan jemput bola melalui proses pengimputan data langsung di 
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lapangan yang menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat 
dideskripsikan bahwa implementasi dari pada kebijakan program Larasita 
sama sekali tidak terlaksana dengan baik di Kabaupaten Luwu Timur. 
Dalam penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dianalisis lebih 
dulu mengenai pelaksanaan dari program Larasita di Kabupaten Luwu 
Timur dengan melihat melalui tiga aspek yaitu, organisasi, interprestasi 
dan aplikasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. 
Jones101. Selanjutnya penulis ingin mengemukakan faktor-faktor yang 
menyababkan ketidak-berhasilan dari program kebijakan Larasita di 
Kabupaten Luwu Timur tersebut terjadi. Namun sebelum itu penulis 
membagi faktor tersebut kedalam dua kelompok, baik itu yang bersifat 
mendukung serta faktor yang sifatnya menghambat kebijakan program 
Larasita di Kabupaten Luwu Timur. 
Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksaan dari pada kebijakan program Larasita di 
Kabupaten Luwu Timur yang dilihat pada ketiga aspek tersebut, maka 
penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan 
oleh George C. Edwards III. Menurut George C. Edwards III ada empat 
faktor atau variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi 
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(Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau 
attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure)102. 
4.2.1 Faktor Pendukung 
a. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang 
mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu 
kebijakan. Dimana dari hasil penelitian dan pengamatan langsung 
yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa secara mendasar satu-
satunya faktor yang mendukung jalannya penerapan kebijakan 
program Larasita di Kabupaten Luwu Timur adalah struktur birokrasi. 
Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan atau menerapkan 
kebijakan program Larasita maka Badan Pertanahan Nasional yang 
menjadi leading sector dari pelaksanaan program Larasita atau 
dengan kata lain, Badan Pertanahan Nasional disini yang bertindak 
sebagai badan pelaksana yang nantinya menunjuk Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia sebagai pelaksana 
yang ada di wilayah masing-masing. Membahas badan pelaksana 
suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. 
Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 
yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 
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Menanggapi implementasi kebijakan program Larasita, penulis 
sendiri mengkategorikannya sebagai suatu bentuk implementasi 
kebijakan yang bersifat kompleks yang mana menuntut adanya 
kerjasama banyak pihak baik itu Kantor Pertanahan Kabupaten 
Luwu Timur maupun masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif 
terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan 
menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya 
pelaksanaan kebijakan. 
Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur 
birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji 
implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno, 
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard 
Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”103. 
Sifat pertama dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam 
pelaksanaan kebijakan adalah yaitu Standard operational 
procedure (SOP), ”Standard operational procedure (SOP) 
merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian 
waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam 
organisasi kerja yang kompleks dan luas”104. Secara jelas melalui 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
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Nomor 4 Tahun 2006 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci 
struktur organisasi dan Standard operational procedure (SOP) dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan ditunjang 
lagi dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Larasita yang menjadi acuan utama dari pemyelenggaraan 
larasita di seluruh Indonesia. Dari sinilah kita melihat secara jelas 
bahwa pelaksanaan dari Kabijakan program larasita di Kabupaten 
Luwu Timur secara prosudural dapat terlaksana karena didukung 
oleh adanya Standard operational procedure (SOP) yang jelas dan 
terstruktur hanya saja yang menjadi kendala yaitu ketika kebijakan 
baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil 
baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Persoalan inilah 
yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 
dalam penerapan kebijakan program larasita diwilayahnya kerana 
keterbatan personil dan mutasi personil yang dilakukan oleh Badan 
pertanahan Nasional RI. 
Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam 
pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam 
Winarno menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran 
tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang 
berbeda sehingga memerlukan koordinasi”105. Pada umumnya, 
semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
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kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program 
atau kebijakan. Dengan demikian secara fragmentasi pelaksanaan 
dari pada kebijakan program Larasita di Kabupaten Luwu Timur 
dapat terlaksana karena kurang memerluakan koordinasi. Koordinasi 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan program Larasita di 
Kabupaten Luwu Timur hanya koordinasi antara Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa kacamatan yang menjadi 
wilayah prioritas program. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara garis besar 
faktor struktur birokrasi dapat membatu teselenggaranya kebijakan 
program larasita di Kabupaten Luwu Timur, namun disisi lain 
terselenggaranya suatu kebijakan secara optimal atau efektif tidak 
hanya didukung oleh satu faktor tapi bebarapa faktor. 
4.2.2 Faktor Penghambat 
a. Komunikasi 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu 
faktor yang berpangaruh dalam implementasi kebijakan program 
larasita adalah faktor komunikasi. Namun sebelum itu, perlu 
diketahui bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-
ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu 
yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. 
Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu 




yang tidak berjalan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan 
program larasita di Kabupaten Luwu Timur dimana para aktor-aktor 
yang terlibat langsung didalam pelaksanaan program larasita tidak 
berperan aktif didalam pelaksanaan program sehingga komunikasi 
tidak berjalan baik antara pelaksana kebijakan sesuai dengan 
tuntutan kebijakan yang dikeluarkan. 
Dari hasil pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan 
oleh penulis memperlihatkan bahwa kurangnya konsistensi atau 
keseragaman dari pada ukuran dasar dan tujuan dari program 
kebijakan Larasita yang dikomunikasikan dengan kurang begitu baik 
di Kabupaten Luwu Timur sehingga implementors seakan-akan 
kurang bagitu mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan dari 
pada kebijakan Larasita yang hendak diterapkan atau dilaksanakan 
di Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama 
bahwa komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang 
amat kompleks dan rumit. Inilah yang menyebabkan sumber 
informasi yang berbeda sehingga akan melahirkan interpretasi yang 
berbeda pula. 
Selanjutnya masih menyangkut permasalahan faktor 
komunikasi yang kurang efektif sehingga kebijakan program larasita 
yang merupakan terobosan dalam dunia pertanahan tidak berjalan 
sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku diwilayah Kabupaten 




hal ini aparat pelaksana kebijakan dengan Lembaga pertanahan 
yang tingkatannya lebih tinggi seperti kantor wilayah yang ada di 
Kota Makassar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada di 
tingkat pusat. Dimana komunikasi disini memegang peranan penting 
sebab kantor atau para implemantor harus mengadukan 
permasalahan-permasalan yang meraka pada hadapi ketika ingin 
atau hendak malaksanakan kebijakan Larasita ini di Kabupaten 
Luwu Timur. Kemudian fakta yang terjadi di lapangan yang 
ditemukan oleh penulis yaitu tidak adanya komunikasi yang terjalin 
antara implementor dengan sasaran kebijakan atau dengan kata lain 
masyarakat. Berikut merupakan kutipan wawancara langsung yang 
dilakukan oleh penulis dengan salah seorang masyarakat. 
….selama ini yang kita tahu kalau kita mau mengurus 
sertifikat tanah yahh Cuma satu cara yaitu dengan mendatangi 
kantor agraria (Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur) yang ada 
di Malili106.  
Hasil wawancara di atas menunjukkan secara jelas bahwa 
sampai saat ini keberadaan dari pada kebijakan program larasita di 
Kabupaten Luwu Timur secara mayoritas masyarakat belum 
mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi 
antara implementor dengan masyarakat. Fakta ini juga diakui oleh 
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang secara jelas 
menagatakan bahwa salama ini dalam mensosialisasikan kebijakan 
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Larasita hanya diikutkan dalam mensosialisasikan program-program 
lain dari Kantor Pertanahan seperti program prona. 
b. Sumber Daya 
Faktor selanjutnya yang mempangaruhi pelaksanaan kebijakan 
program larasita di Kabupaten Luwu Timur sehingga penulis 
mengkategorikan sebagai kebijakan yang kurang efektif adalah 
faktor sumberdaya. Semantara kalau kita berbicara masalah 
sumberdaya, kita harus tahu komponen-kompeonan apa yang terkait 
di dalamnya. Komponen sumberdaya itu meliputi jumlah staf, 
keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup 
untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-
sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan 
yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada 
sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program 
seperti dana dan sarana prasarana. 
Melihat hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dari faktor sumberdaya, 
pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita di Kabupaten 
Luwu Timur memang masih jauh dari keefektifan dan tuntutan dari 
pada maksud dan tujuan dari peraturan yang menyangkut tentang 




karena hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang dimiliki 
oleh Kantor badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur hanya 
berjumlah 20 orang, dimana yang bertindak sebagai implementor 
kebijakan program Larasita hanya empat orang dengan kemampuan 
skill yang pas-pasan. Dengan sumberdaya manusia yang terbilang 
cukup sedikit itulah yang melayani 11 kecamatan yang tersebar di 
wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan jarak yang cukup jauh 
antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. 
Selanjutnya dari komponen fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk 
melakukan kegiatan program Larasita yang terdiri atas kendaraan 
roda empat dan roda dua cukup minim dimana kantor pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur hanya memiliki satu unit mobil Larasita dan 
dua unit motor dan diperparah lagi dengan tidak adanya perangkat-
perangkat pendukung yang tersedia didalam kendaraan operasional 
tersebut seperti ketersediaan komputer dan wireless internet yang 
biasanya dipergunakan untuk melakukan pengimputan data 
pemohon. Ketersediaan kendaraan opersaional (mobil dan motor) 
itupun selama ini disalah gunakan oleh aparatur kantor pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur dimana kendaraan yang semestinya 
digunakan untuk melayani masyarakat yang bermohon melalui 
program larasita hanya dipakai sebagai kendaraan untuk turun 




Fenomena inilah yang mendasari penulis menyatakan bahwa 
sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan 
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program 
larasita secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan 
pelayanan dilapangan dengan baik. Apalagi diperparah dengan 
keterbatasan sarana dan prasarana yang merupakan hal penting 
dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sementara kenyataan 
dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan 
yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan 
informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki 
konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, 
atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan 
inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan 
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. 
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 
menentukan bagaimana program dilakukan, pengadaan staf, 
maupun pengadaan supervisor, terakhir yang menyangkut 
sumberdaya adalah ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan/program larasita harus terpenuhi seperti, 






c. Sikap atau Disposisi 
Selain faktor komunikasi dan sumberdaya, salah satu faktor 
yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap 
implementor. Dimana Menurut Edward III dalam Winarno 
mengemukakan bahwa ”kecenderungan-kecenderungan atau 
disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi 
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”107. Artinya Jika 
para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau 
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 
kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana 
sesuai dengan keputusan awal. 
Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 
menunjukkan bahwa para implementor baik yang berada di kantor 
Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur maupun para 
implementor yang ditugaskan langsung untuk turun ke lapangan 
tidak serius dalam melaksnakan kebijakan program larasita di 
wilayah Kabupaten Luwu Timur. Penulis menyatakan demikian 
karena selama ini dalam hal sosialisasi kebijakan program larasita 
hanya diikutkan dalam proses sosialisasi program-program lain yang 
dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur seperti 
contohnya prona dan lain sebagainya. 
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Berikut merupakan kutipan hasil wawancara langsung yang 
dilakukan oleh penulis dengan pihak dari Kantor Badan Pertanahan 
Kabupeten Luwu Timur. 
….selama ini yang kami lakukan dalam hal sosialisasi terkait 
dengan program larasita itu kami ikutkan dalam 
mensosialisaikan program-program lain dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur seperti sosialisai tentang program 
prona, dari itulah kita juga memperkenalkan program 
larasita108. 
Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis 
menunjukkan bahwa para implemantor dari kebijakan program 
larasita setengah hati dalam melaksanakan program larasita di 
Kabupaten Luwu Timur karena adanya tumpang tindih antara 
kebijakan yang dikeluarkan oelh Badan Pertanahan Nasional RI 
(Program Larasita dengan Prgram Prona). 
Disamping itu ketidak efisienan dari pelaksanaan kebijakan 
program larasita disebabkan pula oleh kurangnya dukungan dari 
pimpinan, sebagimana kita ketahui bersama bahwa dukungan dari 
pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Namun, selama ini yang 
terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan program larasita di 
Kabupaten Luwu Timur yaitu menempatan pelaksana dengan orang-
orang yang kurang respek dalam mendukung program karena 
kurangnya sumberdaya yang tersedia, kurang memperhatikan 
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keseimbangan antara luas wilayah cakupan dengan jumlah 
pelaksana yang ada di daerah. Disamping itu penyediaan dana yang 
cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar 
mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan 


































IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT 












Sebagaimana yang telah dijelaskan secara lengkap pada bagian sebelumnya 
mengenai pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita di Kab. Luwu Timur, 
maka pada bagian ini penulis menarik beberapa keimpulan yaitu: 
1. Pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kab. Luwu Timur yang 
mana penulis dalam melihat berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari 
tiga aspek yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Berikut adalah penjelasan 
dari ke-tiga aspek tersebut : 
a. Aspek Organisasi 
1. Dilihat dari aspek organisasi, pelaksanaan daripada kebijakan 
pogramLarasita di Kab. Luwu Timur ini menunjukkan bahwa terjadi 
kesenjanganyang tajam antara visi pimpinan dan pelaksana implementasi 
kebijakan Larasita di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, 
diperoleh keterangan bahwa perintah atasan yang dilaksanakan dalam 
implementasi kebijakan Larasita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan 
tidak terjadwal. Kantor Pertanahan Kab.Luwu Timur telah membentuk suatu 
tim yang terdiri dari 4 orang staff pada unit yang bergerak dilapangan pada 
saat proses pengurusan pada beberapa kecamatan bertugas untuk 
mengevaluasi pelaksanaan kebijkan program Larasita. Namun, adanya 




menyebabkan aparat kantor pertanahan Kab. Luwu Timur tidak dapat 
merealisasikan serta juga tidak mensosialisasikan secara khusus program 
Larasita di kepada Masyarakat di Kab. Luwu Timur. 
b. Aspek Interpretasi 
Kedua dari aspek interpretasi, pelaksanaan kebijakan program Larasita di 
Kab. Luwu Timur sudah cukup di pahami oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. 
Luwu Timur. Para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi 
kebijakan Larasita di Kab. Luwu Timur merupakan bagian dari upaya 
membangun reformasi birokrasi. Namun upaya itu sulit dilakukan karena 
ketersediaan dana dan prasarana yang tidak mencukupi, sebaliknya apabila 
segala kekurangan dapat terpenuhi, maka perlengkapan pengurusan 
pelayanan dalam mobil Larasita adalah sarana yang memberikan layanan 
jemput bola kepada masyarakat.  
c. Aspek Aplikasi 
Terakhir yaitu aspek aplikasi, dimana pelaksanaan daripada kebijakan 
program Larasita di Kab. Luwu Timur ini dilakukan oleh Aparat yang 
senantiasa berusaha teliti dan konsisten dalam implementasi kebijakan 
Larasita di Kab. Luwu Timur aparat melakukan kegiatan operasional Larasita 
dengan menggunakan kendaraan mobil dan motor pada awal-awal tahun 
pertama, namun pengurusan hanya sampai pada pendataan identitas 
pemohon, pengukuran dan sosialisasi , karena mobil Larasita tidak dilengkapi 
seperangkat Teknologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan secara 




(Komputerisasi Kantor Pertanahan) akhirnya masyarakat pengguna layanan 
masih datang ke Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur. 
2. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang selama ini berpengaruh di dalam 
pelaksanaan kebijakan program larasita di Kabupaten Luwu Timur, yaitu 
Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), Sikap (dispositions 
atau attitudes) dan Struktur Birokrasi (bureucratic structure). Dari keempat faktor 
inilah penulis mengelompokkannya menjadi dua yaitu faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan dari kebijakan program Larasita di Kabupaten Luwu 
Timur: 
a. Faktor Pendukung 
1. Sturktur Birokrasi (bureucratic structure) 
Struktur birokrasi adalah faktor yang secara mendasar mendukung pelaksanaan 
kebijakan program Larasita di Kab Luwu Timur karena dari segi standard 
operational procedure (SOP) yang secara jelas melalui Per Ka BPN RI No 4 
Tahun 2006 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci struktur organisasi 
dan standard operational procedure (SOP) dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan ditunjang lagi dengan Per Ka BPN RI No 
18 Tahun 2009 tentang Larasita, dan dari segi fragmentasi, dimana 
pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita di Kab Luwu Timur kurang 
memerluakan koordinasi yang begitu luas. 
b. Faktor Penghambat 




Komunikasi merupakan faktor yang menjadi penyebab ketidak-efektifan 
pelaksanaan kebijakan program Larasita di Kab. Luwu Timur karena kurangnya 
konsistensi atau keseragaman dari pada ukuran dasar dan tujuan dari program 
kebijakan larasita yang dikomunikasikan dengan kurang begitu baik di Kab. 
Luwu Timur  
2. Sumberdaya (resources) 
Sumberdaya merupakan faktor kedua yang menyebabkan kebijakan program 
larasita di Kab. Luwu Timur kurang efektif dalam pelaksanaannya karena 
komponen-komponen yang terkandung didalam sumberdaya seperti jumlah staf, 
keahlian dari para pelaksana yang terbilang pas-pasan, informasi yang kurang 
begitu relevan, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai 
untuk melakukan kegiatan program. 
3. Sikap (dispositions atau attitudes) 
Sikap atau disposisi juga merupakan faktor kurang mendukung pelaksanaan 
kebijakan program larasita di Kab. Luwu Timur karena para implementor terlihat 
tidak serius dalam melaksnakan kebijakan program larasita di wilayah Kab Luwu 
Timur karena selama ini sosialisasi program larasita hanya diikutkan pada 
sosialisasi program-program lain yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Luwu Timur seperti contonya prona. 
 
5.2. Saran-saran  
Terkait pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kabupaten Luwu Timur 




dalam pelaksanaannya, maka adapun saran-saran atau masukan yang penulis 
sampaian yaitu: 
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ex BPN RI) sebagai lembaga yang 
bertanggungjawab langsung terkait pelaksanaan dari pada kebijakan program 
Larasita harus membentuk suatu tim yang mana nantinya tim ini bekerjauntuk 
mengevaluasi dari pada pelaksanaan daripada kebijakan program Larasita di 
seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia khusunya yang berada di pelosok-
plosok tanah air. 
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai objek penelitian yang 
dilakukan oleh penulis sebaiknya harus tanggap didalam mengahadapi segala 
macam permasalahanyang dihadapi dalam hal pelaksanaan dari kebijkan 
program Larasita seperti kekurangan sumberdaya manusia secara umum, 
keterbatasan sarana dan prasarana khususnya jaringan Wi-Fi yang selama ini 
menjadi kendala utama, serta kemampuan dari pada aparatur yang bekerja baik 
di dalam kantor maupun yang berada dilapangan. 
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai objek penelitian yang 
dilakukan oleh penulis melalui aparatur-aparatur yang ada didalamnya harus 
lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan program Larasita 
di wilayahnya agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. 
4. Bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur sebaiknya agar lebih pro aktif dalam 
menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan 




artinya tidak bergantung penuh pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk 
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